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OPTIMALISASI PROFESIONALISME TNI GUNA  

  MENDUKUNG KONSOLIDASI DEMOKRASI  

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

   

   

1. Latar Belakang.  

 Reformasi dan pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia yang terjadi 

pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi milestone transisi demokrasi serta membawa 

perubahan politik dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara, dari 

tata kelola pemerintahan sentralistik menuju tatanan bernegara yang lebih terbuka             

dan demokratis. Keterbukaan dan euforia politik yang timbul, kemudian mendorong 

hadir dan berkembangnya perspektif serta pemikiran-pemikiran tentang bagaimana 

tata kelola berbangsa dan bernegara yang seharusnya dibangun serta 

dikembangkan berdasarkan pengalaman dan mengombinasikannya dengan best 

practice internasional sebagai bentuk evaluasi proses politik berbangsa dan 

bernegara sebelumnya. Transisi perubahan menuju negara yang lebih demokratis 

menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah jika tidak dapat dikelola dengan baik.  

Ketangguhan dan keuletan bangsa Indonesia diuji untuk dapat menjawab 

tantangan, apakah proses transisi demokrasi yang sedang bergulir akan dapat 

menghantarkan bangsa Indonesia menuju konsolidasi demokrasi atau justru 

menjadi langkah mundur dan kembali ke era sebelumnya. Setelah hampir 25        

(dua puluh lima) tahun perjalanan reformasi politik dan demokrasi transisi, telah 

banyak kemajuan yang diraih dalam pembangunan bidang politik nasional. Indeks 

demokrasi Indonesia semakin menunjukkan trend kenaikan atau kecenderungan 

positif dari waktu ke waktu,1 namun perlu diakui bahwasannya masih terdapat 

paradoks demokrasi. Oleh karenanya, proses transisi demokrasi masih perlu diuji 

lebih jauh agar dapat diperbaiki guna terwujudnya sebuah konsolidasi demokrasi 

yang mantap dan tangguh. 

 Pentahapan visi pembangunan bidang politik 2005-2025 yang terbagi dalam 

mekanisme pembangunan jangka menengah lima tahunan sesuai Undang Undang 

                                                      
1 https://www.bps.go.id/indicator/34/638/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-indikator.html 

diunduh tanggal 20 mei 2022 pukul 17:00 wib. 
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nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  

(RPJPN) 2005-2025, diarahkan untuk membangun bidang politik secara bertahap 

dalam rangka penguatan demokrasi hingga pada pentahapan terwujudnya 

konsolidasi demokrasi pada semua bidang kehidupan sosial-kemasyarakatan2. 

Harapan dari pencapaian kondisi yang diharapkan tidak boleh berhenti dan harus 

terus dilanjutkan serta diarahkan dari demokrasi yang bersifat prosedural atau 

transaksional menuju kualitas demokrasi substansial, yakni demokrasi yang mampu 

mengemban amanat rakyat sebagai jalan menuju tujuan dan cita cita nasional 

bangsa Indonesia. 

Proses pembangunan bidang politik yang berkelanjutan menuju demokrasi 

substansial dimaksud juga perlu didukung proses reformasi di sektor-sektor lainnya, 

seperti Reformasi Birokrasi (RB), Reformasi Sektor Hukum dan HAM, Reformasi 

Sektor Keamanan (security sector reform) serta reformasi diberbagai sektor lainnya. 

Secara khusus, proses reformasi sektor keamanan saat ini masih menjadi sebuah 

tantangan tersendiri, utamanya dalam rangka membangun profesionalisme TNI di 

bidang pertahanan negara. Terdapat beberapa persoalan yang mengemuka 

diantaranya, masih kurang harmonisnya hubungan antara sipil dan militer dalam 

koridor transisi demokrasi, peran aktif pranata demokrasi yang belum optimal dalam 

upaya mendukung terwujudnya profesionalisme TNI, demikian pula dengan 

kurangnya strategi optimalisasi yang bersifat aplikatif dalam mewujudkan 

profesionalisme TNI. Dimana seharusnya pentahapan pembangunan dan 

pengembangan profesionalisme TNI tersebut menjadi bagian yang bersifat holistik 

dan simultan dalam proses dan pembangunan transisi demokrasi menuju 

konsolidasi demokrasi. 

Peningkatan profesionalisme TNI dalam bidang pembangunan pertahanan 

negara memiliki urgensi untuk dilaksanakan guna menjadikan TNI sebagai 

instrument negara yang profesional dan memiliki kedudukan yang proporsional 

berdasarkan legalitas hukum yang jelas, sehingga TNI sebagai alat pertahanan 

negara dapat melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya secara 

maksimal pada tataran kewenangan dan batas kewenangan yang diamanahkan 

konstitusi. Demikian pula untuk menghindarkan TNI dari pemanfaatan dan 

                                                      
2 https://jdih.bappenas.go.id/data/abstrak/UU_Nomor_17_Tahun_2007. diunduh tanggal 21 Mei 

2022 pukul 21:00 wib 
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penggunaan untuk kepentingan politik dalam ranah politik praktis yang dapat 

menjadi disrupsi atau  mengganggu jalannya demokrasi yang sedang dibangun. 

Jika kondisi tersebut tidak direspon, dikontrol dan/atau direposisi, tentunya akan 

berpotensi menempatkan TNI sebagai instrumen kepentingan politik. 

Profesionalisme TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional 

dan tentara profesional yang menghormati hukum dan HAM dalam NKRI yang 

didukung peran para pemangku kebijakan demokrasi secara optimal dalam koridor 

parameter demokrasi substansial dapat menjadi game changer dalam konteks      

ke-Indonesiaan dalam rangka mewujudkan konsolidasi demokrasi subtansial dalam 

dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kendali civil 

society yang madani. Oleh karenanya menjadi relevan upaya untuk 

mengoptimalkan profesionalisme TNI guna mendukung proses konsolidasi 

demokrasi di Indonesia.  

 
2. Rumusan Masalah.  

Keberhasilan pembangunan politik pada aspek demokrasi juga perlu diiringi 

oleh pembangunan kekuatan pertahanan negara yang profesional sebagai 

penjamin kondisi keamanan nasional guna terselenggaranya proses 

penyelenggaraan tata kelola negara yang diharapkan. Optimalisasi  

profesionalisme TNI tidak hanya dilakukan melalui membangun postur pertahanan 

yang handal, tetapi juga harus dilakukan melalui pembangunan karakter dan 

mindset  sumber daya manusia (SDM) yang menjadi motor serta pengawak 

organisasi TNI. SDM TNI yang diharapkan adalah memahami Tugas Pokok serta 

Fungsinya (Tupoksi) dengan baik dalam konteks dan dinamika negara demokrasi. 

Di sisi lain juga sangat penting mendorong proses reformasi dan perubahan 

paradigma nasional yang berhubungan dengan pemahaman peran, tugas pokok, 

dan fungsi TNI atau militer dalam konteks demokrasi yang sesuai dengan karakter 

bangsa Indonesia.  

Merujuk dari uraian diatas, dapat disampaikan rumusan masalahnya, yaitu 

bagaimana mengoptimalkan profesionalisme TNI guna mendukung 

konsolidasi demokrasi?  dengan pertanyaan kajian sebagai berikut: 

 
a. Bagaimana pemahaman hubungan substantif antara profesionalisme TNI 

dengan konsolidasi demokrasi? 
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b. Bagaimana seharusnya peran dan keterlibatan pemangku kebijakan 

pranata demokrasi dalam mengoptimalkan profesionalisme TNI? 

 

c. Bagaimana implementasi strategi optimalisasi profesoinalisme TNI yang 

aplikatif dalam mendukung terwujudnya konsolidasi demokrasi? 

 

3. Maksud dan Tujuan. 

 
a. Maksud.  Maksud dari penulisan Kertas Karya Perorangan (Taskap)  ini 

adalah untuk memberikan gambaran, analisis, dan pembahasan serta 

rekomendasi dari permasalahan yang menjadi subyek pembahasan melalui 

pengumpulan dan penyusunan dataset untuk kemudian dilakukan proses 

analisis dengan menggunakan 5W’s sebagai alat analisis atau tool of analysis. 

Metode ini juga ditujukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, 

kejadian yang terjadi saat ini untuk kemudian dianalisis dalam rangka 

merumuskan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan 

optimalisasi profesionalisme TNI guna mendukung konsolidasi demokrasi. 

 
b. Tujuan. Tujuan penulisan Taskap ini, adalah sebagai sumbangan 

pemikiran peserta PPRA LXIV Tahun 2022 LEMHANNAS RI kepada 

pemangku kebijakan terkait dalam bentuk pemecahan masalah yang 

dibangun oleh beberapa persoalan terkait serta akan dibahas dalam rangka 

mengoptimalkan profesionalisme TNI guna mendukung  konsolidasi 

demokrasi. 

 

4. Ruang Lingkup dan Sistematika. 

 
 a. Ruang Lingkup.   Ruang lingkup dalam pembahasan Taskap ini, 

dibatasi dan difokuskan pada pemahaman hubungan substantif antara 

profesionalisme TNI dengan konsolidasi demokrasi dan peran pemangku 

kebijakan pranata demokrasi dalam mengoptimalkan profesionalisme TNI 

serta  strategi aplikatif untuk mengoptimalkan  profesionalisme TNI guna 

mendukung  konsolidasi demokrasi.  
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 b. Sistematika.   

   Penulisan Taskap ini disusun dengan sistematika untuk memudahkan 

dalam penulisan sebagai berikut: 

 

1) Bab I – Pendahuluan,  menguraikan latar belakang, perumusan 

masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode 

dan pendekatan, serta pengertian. 

 

2) Bab II – Tinjauan Pustaka, menguraikan landasan pemikiran, 

regulasi, data dan fakta, kerangka teoritis serta dinamika 

perkembangan lingkungan strategis.  

 

3) Bab III – Pembahasan, menganalisis masalah yang dibangun 

oleh beberapa persoalan tentang profesionalisme TNI untuk kemudian 

dirumuskan serta disusun berbagai upaya yang dapat diarahkan guna 

mendukung proses menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia.  

 

4) Bab IV – Penutup, menyampaikan simpulan yang dirumuskan 

dari hasil pembahasan serta menyusun rekomendasi yang dapat 

dilakukan dalam rangka  mengoptimalkan profesionalisme TNI guna 

mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia, utamanya yang 

ditujukan kepada para pemangku kebijakan, kepentingan, dan 

kewenangan terkait. 

 
5. Metode dan Pendekatan. 

 
a. Metode.       Metode penulisan Taskap yang digunakan adalah deskriptif 

– analisis, dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek 

yang ditulis berdasarkan data atau sampling yang telah dikumpulkan 

sebagaimana adanya.3 Metode ini juga ditujukan untuk mendeskripsikan suatu 

gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat ini untuk kemudian dianalisa 

                                                      
3   Dharma, Surya. (2009). Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, hal. 3 – 5. 
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guna merumuskan dan menyusun upaya-upaya pemecahan masalahan yang 

diangkat dalam Taskap ini.  

 

b. Pendekatan.      Pendekatan yang digunakan pada penulisan Taskap ini 

adalah pendekatan integral-komprehensif dalam perspektif Ketahanan 

Nasional (Tannas). 

 
6. Pengertian. 

 Dalam penulisan Taskap ini digunakan beberapa istilah atau terminologi 

dengan koridor atau batasan pemahaman atau pengertian sebagai berikut: 

 
a. Demokrasi dalam penulisan Taskap ini dipahami sebagai salah satu 

bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya 

mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah.4 

 
b. Transisi Demokrasi dalam penulisan transisi demokrasi dapat 

didefeniskan sebagai masa peralihan antara sebuah rezim kekuasaan yang 

sebelumnya kepada rezim kekuasaan yang sesudahnya. Transisi demokrasi 

juga dapat dipahami sebagai perubahan politik yang terjadi pada masa 

pergantian rezim kekuasaan. Transisi politik pada umumnya terjadi pada masa 

pemerintahan yang sudah lama berkuasa, sehingga untuk menuju masa 

pemerintahan selanjutnya dibutuhkan suatu masa atau keadaan untuk beralih 

dari masa pemerintahan yang telah berlangsung lama sebelumnya.5 

 

c. Elektoral Demokrasi pada penulisan Taskap ini dipahami sebagai 

mekanisme demokratis dimana warga negara dapat menyalurkan aspirasi 

atau suaranya (voice) melalui tindakan menetapkan satu pilihan atas 

beberapa preferensi (vote). Bila kondisi ideal ini tercapai, dapat dikatakan 

bahwa prinsip-prinsip utama dalam demokrasi elektoral telah tercapai.6 

 

                                                      
4  Astawa, Ari Putu. (2017). Demokrasi. Materi Kuliah Kewarganegaraan. Bali: Universitas 

Udayana. 
5   Suprisno Banderan, Pola Transisi Demokrasi yang Terjadi di Indonesia dan Brasil, Farabi: 

Journal of Ushuluddin and Islamic Thought. Gorontalo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan 
Amai, Gorontalo, hal. 100. 

6  Philiph J. Vermonte, Ph.D. Tata Kelola Sistem Politik dan Pemilu Indonesia: 2014 dan 
Setelahnya. Dipresentasikan dalam Seminar Terbatas Partai Golkar pada 18 Januari 2017. 
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d. Konsolidasi Demokrasi dalam penulisan Taskap ini adalah sebuah 

fase dimana demokrasi menjadi sebuah budaya politik sebagai pendalaman 

demokrasi. Agar demokrasi terkonsolidasi, para elit, organisasi, dan 

masyarakat harus percaya, bahwa sistem politik yang dimiliki ini pantas 

dipatuhi dan dipertahankan.7 

 
e. Profesionalisme dalam penulisan Taskap ini, merujuk Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang 

merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.8 

 

f. Profesionalisme TNI dalam penulisan Taskap ini, sebagai adaptasi 

penulis, adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk prajurit TNI yang  

mencerminkan budaya militer serta terbentuk berdasarkan proses siklus 

strategi yang bermuara kepada pendekatan people-process-equipment, dan 

merupakan elaborasi prajurit profesional yang sadar akan peran dan tanggung 

jawabnya sebagai individu yang merdeka, bermoral dan teredukasi, tidak 

rentan terhadap eksploitasi diluar tugas dan fungsinya sebagi prajurit Sapta 

Marga (Tentara Rakyat), sebagai prajurit profesional yang militan serta 

memiliki kompetensi dibidangnya (Tentara Pejuang), dan sebagai prajurit 

profesional yang sadar akan perannya sebagai warga negara yang 

bertanggung jawab serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan 

warga negara lainnya (Tentara Nasional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7   Diamond, L. J. (2008). The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies 

throughout the World. New York: Times Books/Henry Holt and Co., hal 80. 
8  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Profesionalisme, diakses pada tanggal 1 Juni 2022, 

pukul 21.34 WIB 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
7. Umum.   Untuk mendapatkan tinjauan pustaka yang komprehensif, akan 

dibahas tentang perangkat kebijakan (regulasi) terkait, data dan fakta, serta 

kerangka teoritis yang memiliki korelasi dan relevansi dengan subyek pembahasan. 

Pada bagian akhir, akan mendiskusikan dinamika perkembangan lingkungan 

strategis sebagai faktor kontributif terhadap tinjauan pustaka yang dilakukan. 

 
8. Peraturan Perundang-Undangan. 

 
a. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara 

Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 

1949.    Ratifikasi terhadap ketentuan Konvensi Jenewa 1949 melalui Undang-

Undang Nomor 59 tahun 1958, dan kemudian ditindaklanjuti melalui 

penerbitan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 09 

Tahun 2013 Tentang Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi 

Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara, menunjukkan 

komitmen bangsa dan negara Indonesia yang tunduk kepada seluruh 

ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut. Salah satu sentral urgensi 

hukum humaniter adalah prinsip pembedaan (distinction principle) yang 

dikenal pusa sebagai ‘the corner stone of international humanitarian law’. 

Distinction principle merupakan suatu prinsip dalam hukum humaniter yang 

membedakan penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau 

sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam 2 (dua) kelompok atau 

golongan besar, yakni yang disebut sebagai kombatan (combatant) dan non 

kombatan (non combatant) atau penduduk sipil (civilian). Selanjutnya dalam 

pembahasan serta pengembangan kerangka diskusi dan pemikiran Taskap 

tentang Optimalisasi profesionalisme TNI guna mendukung konsolidasi 

demokrasi akan digunakan prinsip-prinsip dalam hukum humaniter, dimana 

salah satunya akan terkait dengan the distinction principle ini. 
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b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.   

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan 

negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dengan 

mendayagunakan sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional. 

Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara menyatakan bahwa Menteri, dalam hal ini (dhi.) Menteri 

Pertahanan menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, 

pengelolaan sumber daya nasional  yang diperlukan oleh Tentara Nasional 

Indonesia dan komponen pertahanan lainnya. Hal tersebut menunjukkan 

penting dan perlunya optimalisasi profesionalisme TNI, tidak hanya dalam 

rangka pertahanan negara secara umum, namun juga khususnya untuk 

mendukung proses menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia. 

 
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang 

Tentara Nasional Indonesia.   Jatidiri TNI adalah sebagai tentara profesional 

yang mengikuti kebijakan politik negara, ketentuan hukum nasional, dan 

internasional (military mind). Dikaitkan dengan peran dan fungsi TNI yang 

berhubungan dengan tugas pokoknya, komitmen, dan konsistensi terhadap 

implementasi jati diri TNI menjadi penting, karena penyimpangan dari norma 

tersebut dapat dikatakan sebagai pengingkaran jatidiri TNI sebagai tentara 

profesional. Perumusan dan penyusunan optimalisasi profesionalisme TNI 

guna mendukung proses menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia, 

merupakan salah satu bentuk aplikasi dari peran dan fungsi TNI, sehingga 

dapat dikatakan sebagai suatu bentuk komitmen dan konsistensi terhadap 

implementasi jatidiri TNI dalam dinamika negara demokrasi. 

 
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.   

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan 

pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan 

Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan 

nasional. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
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Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-

Undang. Oleh karenanya Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan 

jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh 

yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk untuk menguatkan konsolidasi 

demokrasi di Indonesia.  

 
e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum 

Pertahanan Negara Tahun 2019-2024.   Dalam rangka mewujudkan tujuan 

strategis pertahanan negara, pokok-pokok kebijakan negara yang dituangkan 

dalam Peraturan Presiden (Perpres) ini, diantaranya mengatur tentang 

kebijakan pembangunan pertahanan negara yang di dalamnya meliputi 

pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi terdiri atas 

pertahanan militer dan pertahanan nonmiliter yang diarahkan untuk 

menyinergikan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi koordinasi dalam 

penyelenggaraan pertahanan negara. Optimalisasi profesionalisme TNI guna 

mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia menjadi bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari Perpres ini, karena tanpa dukungan stabilitas nasional 

yang tangguh di bidang pertahanan negara, konsolidasi demokrasi tidak akan 

mungkin dapat diwujudkan. 

 
9. Kerangka Teoritis. 

 

a. Teori Demokrasi. 
 

Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia 

mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal.9 

Penelitian Peaslee pada tahun 1950, dengan membandingkan 83 Undang-

Undang Dasar dari berbagai negara yang diperbandingkannya, menghasilkan 

kesimpulan, bahwa terdapat 74 negara (90%) yang di dalam konstitusinya 

secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat atau berazaskan 

                                                      
9   Jimly Asshiddiqie. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Konstitusi Press, hal.141. 
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demokrasi.10 Sedangkan hasil penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO 

pada tahun 1949, menyatakan: 

 
“ … mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai 
nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan 
sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh 
(probably for the first time in histoty democracy is claimed as the proper ideal 
description of all system of politic and social organizations advocated by in 
fluential proponents).”11 

 
 Amartya Sen, penerima penghargaan Nobel tahun 1998 di bidang 

ekonomi yang juga merupakan aktivis demokrasi yang berfokus pada 

hubungan antara demokrasi dengan ekonomi dan kesejahteraan, dalam salah 

satu karyanya yang berjudul, Democracy as a Universal Value, mendiskusikan 

tentang konsep dan nilai-nilai demokrasi yang secara ideal dapat diterapkan 

oleh berbagai bangsa di dunia. Konsep yang digagas oleh Sen, adalah:  

 
1) Kepentingan intrinsik dalam kehidupan manusia (intrinsic 

importance in human life) yang menekankan kepada pentingnya hakikat 

kehidupan manusia (intrinsic importance inhuman life). Dasar pemikiran 

Sen yang terkait dengan hal ini adalah, bahwa melalui demokrasi setiap 

warga negara dapat mengimplementasikan partisipasi politik dan 

mempunyai kebebasan politik dalam statusnya sebagai mahluk hidup 

(humanlife) yang bebas. Dimana pemahaman ini merupakan bagian dari 

nilai martabat manusia yang diakui secara universal oleh setiap bangsa 

dan ajaran agama apapun di dunia;  

 
2) Peran instrumental dalam menghasilkan insentif politik 

(instrumental role in generating political incentives) yang 

menggarisbawahi peran pemerintah sebagai penggerak dan pendorong 

proses politik, memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menjamin 

kebebasan politik warga negaranya sebagai bagian dari kehidupan 

                                                      
10   Amos J. Peaslee, Constitutions of Nation, Vol. I, Concord, The Rumford Press, New Heaven, 

1950, hal 8 dalam Op.Cit  Jimly Asshiddiqie. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme, hal.140 
11   S.I. Benn dan R.S Peter. (1964). Principle of Political Thought. New York: Colliner Book, hal. 393 

dalam  Budiardjo, Miriam. (2004). Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Cetakan Ke-26). Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, hal. 105 



13 
 

 

 

kemanusiaan. Dimana ancaman terhadap demokrasi dapat diartikan 

pula sebagai ancaman kemanusiaan; dan  

 
3) Fungsi konstruktif dalam perumusan nilai (constructive function in 

the formulation of values) yang melandasi pandangan Sen dalam 

pemikirannya yang ketiga ini adalah, bahwa melalui demokrasi setiap 

bangsa di dunia dapat membangun nilai-nilai positif serta 

mengembangkan berbagai tingkatan kesepahaman (understanding), 

utamanya yang berhubungan dengan kebutuhan (needs), hak (rights) 

serta kewajibannya (obligations).  

 
Demokrasi sebagai nilai universal menurut Sen, adalah demokrasi yang 

memberikan kebebasan kepada setiap individu manusia untuk menentukan 

pilihannya sendiri. Adapun pilihan manusia sangat beragam, dan 

keberagaman tersebutlah yang menjadikannya sebagai universalitas itu 

sendiri. Sen juga menekankan, bahwa secara universal manusia memiliki 

kebutuhan (needs) yang tidak selalu sama atau beragam. Oleh karenanya, 

agar kebebasan ini tidak melampaui batas, kebebasan juga perlu dibatasi oleh 

adanya hak dan kewajiban yang berlaku merata atau setara bagi setiap 

manusia atau warga negara. Merujuk dari teori demokrasi yang telah 

dikemukakan di atas, penulisan Taskap tentang optimalisasi profesionalisme 

TNI guna mendukung konsolidasi demokrasi dapat dikembangkan dengan 

menggunakan landasan teori demokrasi ini. 

 
b. Teori Transisi dan Konsolidasi Demokrasi.    
  
 Konsolidasi demokrasi merupakan sebuah konsep ideal yang 

menggambarkan tingkatan suatu negara dalam berdemokrasi. Berbagai 

pemahaman terkait konsolidasi demokrasi, diantaranya yang dikemukakan 

oleh O’Donnel dan Schmitter sebagai proses penggabungan beberapa 

elemen demokrasi untuk secara bersama-sama memfasilitasi demokratisasi 

politik. Dimana unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi adalah 

lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite, kelompok-kelompok 
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kepentingan maupun masyarakat politik.12 Unsur penting lainnya dalam 

konsolidasi demokrasi, adalah adanya kesepakatan bersama yang 

berhubungan dengan nilai-nilai politik yang bisa mendekatan serta 

mempertemukan berbagai elemen politik diatas menjadi suatu kekuatan yang 

relatif solid atau terpadu selama proses transisi menuju konsolidasi 

demokrasi.13 

 Hal tersebut tidak lain disebabkan, bahwa masa transisi merupakan 

masa kritis dalam proses demokratisasi yang perlu dilewati. Dimana tidak ada 

jaminan bahwa proses transisi demokrasi akan selalu menghasilkan rezim 

demokratis yang selanjutnya terkonsolidasi dalam sebuah sistem demokrasi 

konsolidatif. Oleh karenanya, transisi demokrasi menjadi titik krusial yang 

harus dilalui dengan aman, dimana respon-respon elite terhadap persolan-

persoalan politik domestik harus menghasilkan konsensus minimal (political 

pact) antar aktor politik yang berkonflik. Dengan kata lain, antar elite politik 

harus dapat diciptakan suatu kondisi politik yang kondusif bagi lahirnya 

komitmen untuk menyelamatkan arah reformasi politik dengan membuat 

kesepakatan, minimal yang berhubungan dengan permasalahan reformasi 

domestik.   

 Konsolidasi demokrasi, oleh beberapa akademisi juga disebut sebagai 

embedded democracy.14 Konsep ini menempatkan suatu negara dalam sistem 

demokrasi terkonsolidasi, jika terdapat hubungan yang harmonis dan 

tersinkronisasi secara ideal serta tidak adanya permasalahan yang bersifat 

lain secara fundamental antara: (1) rejim elektoral; (2) adanya kebebasan 

politik; (3) pengakuan dan dijunjung tingginya hak-hak sipil; (4) akuntabilitas 

publik; dan (5) pemerintahan yang efektif.15 Merujuk uraian sebelumnya, teori 

konsolidasi demokrasi ini memiliki relevansi dan dapat digunakan mendukung 

penulisan Taskap tentang optimalisasi profesionalisme TNI guna mendukung 

konsolidasi demokrasi, di Indonesia. 

                                                      
12   O’Donnel, Guillermo dan Schmitter, C. Phillipe. (1993). Transisi Menuju Demokrasi dalam Kris 

Nugroho, Konsolidasi Demokrasi: Masyarakat, Kebudayaan dan Politik , Tahun XIV, Nomor 2, 
April 2001, hal. 25-34. 

13  Ibid. 
14   Merkel, Wolfgang. (2007). Embedded and Defective Democracies dalam Seidelmann, Reimund 

dan Shuck, Christoph. (2013). Indonesia’s Search for Democracy. Baden-baden: Nomos. Hal. 
44.  

15  Ibid. 
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c. Teori Hubungan Sipil-Militer dan Profesionalisme Militer.     
  

Hubungan Sipil Militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang Undang Nomor 

34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), menempatkan 

militer sebagai bagian dari masyarakat Indonesia atau bagian warga negara 

sebagai alat negara, sehingga posisinya sebagai militer harus dependent atau 

tergantung pada keputusan pemimpin politik. Huntington sebagai salah satu 

pakar hubungan sipil-militer dalam karyanya, The Soldier and the State: The 

Theory and Politics of Civil-Military Relations; secara komprehensif mengupas 

tentang hubungan sipil-militer ini.16 Salah satu pandangan Huntington tentang 

supremasi sipil (civilian supremacy) atau kontrol sipil yang obyektif (objective 

civilian control) menyebutkan, bahwa supremasi sipil dapat dipahami atau 

diartikan sebagai upaya meminimalkan intervensi militer dalam kegiatan politik 

atau dengan kata lain mengakui otoritas sipil dalam merumuskan kebijakan. 

Dimana mengurangi intervensi militer dalam politik dapat juga diartikan 

sebagai usaha untuk mendorong terwujudnya profesionalisme militer.  

Hubungan antara sipil dan militer dalam konteks profesionalisme militer  

yang dikemukakan oleh Huntington, disebutkan hanya dapat terwujud jika 

militer tidak melakukan campur tangan di bidang politik. Selanjutnya, 

Huntington menekankan 3 (tiga) aspek penting yang perlu diperhatikan, 

kaitannya dengan militer yang profesional, yakni: (1) Keahlian (expertise) yang 

diperoleh melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman; (2) Tanggung jawab 

sosial (social responsibility), dimana hubungannya adalah dengan tanggung 

jawab militer sebagai pelindung masyarakat dan negara; serta (3) 

Kelembagaan (corporateness) yang berhubungan erat dengan militer sebagai 

kelompok atau lembaga dengan keahlian yang bersifat spesifik, sehingga 

memerlukan kendali atas kompetensi yang dimilikinya tersebut. Dari berbagai 

uraian di atas, teori hubungan sipil-militer serta profesionalisme Militer dapat 

menjadi pijakan teori dalam mengembangkan penulisan Taskap tentang 

optimalisasi profesionalisme TNI guna mendukung konsolidasi demokrasi. 

 

                                                      
16  Huntington, Samuel. (1957). The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military 

Relations. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.    
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10. Data dan Fakta. 

 
Pada masa Orde Baru, militer Indonesia yang dikenal sebagai Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memiliki peran sangat kuat, tidak hanya 

berhubungan dengan kompetensi intinya sebagai alat negara di bidang pertahanan 

dan keamanan negara, namun juga melaksanakan fungsi sosial politik. Hal ini salah 

satunya ditandai dengan banyak jabatan pemerintahan (sipil), seperti Bupati, 

Gubernur, dan Menteri Kabinet Negara yang dijabat dan diduduki oleh anggota 

militer aktif. Penelitian Crouch,17 menghasilkan data dan informasi dimana pada 

tahun 1968 terdapat 17 Gubernur (71%) yang merupakan anggota militer. Pasca 

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1971, hanya terdapat 4 (empat) dari total 26 

provinsi (15%) yang memiliki Gubernur berlatar belakang sipil.   

Pasca Orde Baru, Indonesia memasuki Orde Reformasi yang kemudian 

mendorong terjadinya perubahan dan reformasi di sektor pertahanan. Berbagai 

upaya untuk melakukan reformasi di sektor pertahanan negara dimaksud, salah 

satunya dilakukan untuk menempatkan kendali militer dibawah otoritas sipil. 

Paradigma baru peran sosial politik (sospol) TNI kemudian menjadi awal dari 

reformasi TNI dan berakhir pada 20 April 2000, dimana dalam Rapat Pimpinan TNI 

yang yang dipimpin oleh Panglima TNI, Laksamana TNI Widodo A.S., menyatakan 

akan memfokuskan diri pada tugas pokok pertahanan negara bukan pada aktivitas 

sosial politik. 

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai dalam proses reformasi sektor 

pertahanan selama ini, yang juga tidak dapat dilepaskan dari proses transisi 

demokrasi menuju konsolidasi demokrasi, sejumlah kegiatan politik dalam lebih dari 

1 (satu) dekade terakhir ini menunjukkan symptom atau gejala munculnya 

ketidakpercayaan terhadap demokrasi yang telah terbangun dengan baik selama 

ini atau dapat disebut sebagai bagian dari paradoks demokrasi. Hal ini ditandai 

dengan adanya upaya untuk menarik militer aktif untuk kembali terlibat dalam 

urusan sosial politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai temuan 

pelanggaran pada kegiatan Pilkada, Pemilu, maupun Pilpres menunjukkan adanya 

                                                      
17  Crouch, Harold. (1999). Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 

10. 
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upaya-upaya dimaksud, yakni untuk kembali menarik militer terlibat dalam urusan 

sosial politik.  

Salah satu contoh adalah pelantikan Plt. Gubernur Kepala Daerah Istimewa 

Aceh dari kalangan militer aktif,  Mayor Jenderal TNI Achmad Marzuki.18 Jika 

merujuk pada Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ditegaskan, 

prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau 

pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Posisi Plt atau penjabat gubernur merupakan 

posisi jabatan politik yang bersifat sementara, yang dalam konvensi atau kebiasaan 

yang berlaku selama ini (yang juga diatur dalam Permendagri No. 76/2016) dijabat 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan eselon I (jabatan pimpinan tinggi 

utama/IA atau jabatan pimpinan tinggi madya/IB). Hal ini tentunya menjadi paradoxs 

dalam transisi demokrasi yang sedang dibangun menuju arah yang lebih baik. 

Oleh karenanya menjadi relevan untuk mendiskusikan secara akademik 

dalam bentuk karya tulis atau Taskap ini, utamanya yang berhubungan dengan 

upaya-upaya dalam rangka mengoptimalkan profesionalisme TNI guna mendukung 

konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pada saat bersamaan, terdapat urgensi untuk 

mengangkat tematik ini, ketika pada tahun 2023 Indonesia akan kembali memasuki 

tahun politik, sehingga diperlukan penguatan kewaspadaan dan ketahanan 

nasional yang kokoh dan tangguh dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional 

yang merupakan salah satu modalitas utama dalam menjamin kepentingan 

nasional Indonesia. 

 
11. Lingkungan Strategis. 

 
Perkembangan lingkungan strategis pada tataran internasional (global), 

regional serta nasional bersifat fluktuatif (dinamis) dan kompleks, sehingga 

memunculkan berbagai ancaman dan peluang bagi kepentingan nasional 

Indonesia.  

 
a. Global.   Pada tataran global, geo-politik dunia masih dihadapkan pada 

persaingan kekuatan negara-negara besar. Persaingan ekonomi dan perang 

dagang Amerika Serikat-Tiongkok yang semakin tajam berdampak negatif 

                                                      
18 https://nasional.sindonews.com/plt gubernur aceh diakses pada tanggal 9 juli 2022 pukul 21:00 

wib 
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terhadap perekonomian dunia. Situasi ini diprediksi memberikan pengaruhnya 

terhadap perekonomian di kawasan Asia Tenggara, termasuk perekonomian 

Indonesia. Disaat seluruh negara di dunia tengah bekerja keras mengatasi 

pandemi dan mewujudkan proses percepatan pemulihan pasca pandemi, 

terjadi perang di wilayah Eropa sejak bulan Februari 2022 lalu serta belum 

menunjukkan adanya tanda-tanda segera berakhir. Hal tersebut menciptakan 

konsekuensi geopolitik dan geoekonomi, sehingga memicu terjadinya krisis 

energi, pangan, dan keuangan di seluruh dunia.  Laporan Bank Dunia dan 

IMF menyebutkan, bahwa terdapat setidaknya 60 negara yang saat ini berada 

pada ambang krisis.19  

 Pada level internasional, dibutuhkan kepemimpinan global baru dalam 

rangka  meredam krisis yang mengancam proses pemulihan ekonomi pasca 

pandemi. Kepemimpinan Indonesia pada keketuaan G20 bernilai sangat 

strategis untuk merevitalisasi semangat multilateralisme, perdamaian, dan 

kolaborasi.20 Berangkat dari keyakinan untuk bisa pulih bersama dan menjadi 

lebih kuat (recover together, recover stronger) Indonesia mencanangkan tiga 

agenda besar, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, 

dan transisi energi yang berkelanjutan. 

 
b. Regional.     Pada tataran regional, di kawasan Asia terdapat ancaman 

yang dapat memicu instabilitas kawasan, diantaranya konflik Laut China 

Selatan, konflik di Semenanjung Korea dan konflik Tiongkok-Taiwan. 

Menguatnya kerja sama keamanan kelompok quadrilateral security dialogue 

antara Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang serta kemitraan baru 

antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dalam AUKUS guna 

mengimbangi asertivitas Tiongkok dalam konteks hubungan internasional, 

termasuk di dalamnya untuk mengantisipasi arah sesungguhnya daripada 

strategi Belt and Road Initiative (BRI), Tiongkok yang juga berkontribusi 

terhadap meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik serta 

memberikan pengaruh tersendiri bagi stabilitas keamanan Indonesia. 

                                                      
19  “Discussing World Bank and IMF Predictions That The Economy of 60 Countries Will Collapse, 

President Jokowi: We Must Have A Sensitive Sense of Crisis”, VOA, 14 Juni 2022,. 
20  “Menlu RI: Perang di Ukraina Hanya Gejala Dari Masalah Dunia yang Lebih Serius”, VoA, 14 Juni 

2022,  
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c. Nasional.     Secara umum bangsa Indonesia telah berhasil melewati 

fase terburuk pandemi global di abad millenial ini. Upaya pengendalian Covid-

19 yang salah satunya dilakukan melalui program vaksinasi nasional, berhasil 

dilaksanakan terhadap 186 juta penduduk Indonesia serta menoreh 

pengakuan internasional dan menempatkannya pada peringkat lima besar 

dunia.21 Di tengah harapan berakhirnya pandemi global dan segera 

bertransformasi menjadi endemi, varian baru Covid-19 masih terus 

berkembang dan bermunculan. Pemerintah tetap mengupayakan serta 

melanjutkan pemberian vaksin dosis ketiga, memantau perkembangan kasus 

dari hari ke hari, dan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk 

memastikan bahwa protokol kesehatan tetap dilaksanakan.  

 Sementara pada level domestik, proses pemulihan ekonomi tetap 

menjadi prioritas utama pemerintah. Utamanya untuk menjaga serta menjamin 

tingkat kesejahteraan kelompok masyarakat rentan. Salah satu upaya yang 

dilakukan, adalah melalui implementasi skema anggaran Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN) yang pada 2022 ini telah mencapai jumlah lebih dari 455 triliun 

Rupiah.22 Pemerintah berhasil menahan laju kemiskinan dan pengangguran, 

bahkan mencatat pertumbuhan ekonomi positif sejak 2021. Beberapa sektor 

seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan serta informasi dan komunikasi 

juga mencatat pertumbuhan positif dengan trend neraca perdagangan yang 

konsisten mencatat surplus dalam dua tahun terakhir. Bersamaan dengan hal 

tersebut, krisis demi krisis yang menghadang harus dipandang sebagai 

tantangan dan kesempatan untuk mempercepat proses transformasi menuju 

kemajuan.  

 Dari perspektif pertahanan dan keamanan nasional, kondisi Indonesia 

relatif stabil untuk mendukung proses demokratisasi menuju konsolidasi 

demokrasi. Namun, Indonesia tetap perlu memperhatikan potensi ancaman 

yang berasal dari dalam negeri antara lain aksi terorisme dan radikalisme, 

ancaman siber, penyalahgunaan narkoba, konflik sosial, dan krisis ekonomi. 

Pada saat bersamaan, konvergensi Teknologi Informasi dan Teknologi 

                                                      
21 “Cakupan Vaksinasi Indonesia Peringkat 5 Besar Dunia”, KemenPan-RB 10 Januari 2022. Lihat 

juga data ”People Fully Vaccinated’ pada Coronavirus Resource Center, John Hopkins University,  
22  “Proyeksi Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kerjasama Investasi”, Tilik Data, Lab45, 31 Januari 

2022. 
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Komunikasi telah mendorong terciptanya Revolusi Industri 4.0 yang akan 

semakin memperluas dimensi pertempuran dari darat, laut, dan udara ke 

dimensi ruang angkasa dan ruang siber. Karakteristik Revolusi Teknologi 

Industri 4.0 diantaranya teknologi kecerdasan buatan (artificial 

intelligence), big-data, machine learning, system automation, dan teknologi 

robotik. serta teknologi rahasia yang digunakan pada saat terjadinya perang.  

 
Mencermati kompleksitas dan berbagai dinamika perkembangan lingkungan 

strategis di atas, sangatlah relevan jika kemudian diperlukan upaya untuk 

mengoptimalkan profesionalisme TNI guna mendukung konsolidasi demokrasi 

dengan memperhatikan beberapa peluang dan kendala sebagai berikut ini: 

 
a. Peluang.  Terdapat beberapa potensi peluang dalam upaya 

mengoptimalkan profesionalisme TNI yang mendukung konsolidasi demokrasi 

di Indonesia yang diantaranya, adalah sebagai berikut: 

 

1) Di tengah dinamika global, bangsa Indonesia masih tetap memiliki 

optimisme yang tinggi serta keyakinan kuat, bahwa pada setiap krisis 

akan selalu terdapat kesempatan yang terbuka untuk terjadinya proses 

perubahan dan transformasi. Bangsa Indonesia juga perlu untuk 

menggaungkan secara konsisten dan berkomitmen penuh terhadap 

upaya-upaya perdamaian dunia. Hal tersebut merupakan jaminan untuk 

dilakukannya proses pemulihan, dimana proses pemulihan dimaksud 

tidaklah mungkin dapat diwujudkan di tengah kondisi konflik atau 

instabilitas global. 

 
2) Pasca reformasi TNI tahun 2004 yang ditandai dengan 

ditinggalkannya posisi dan peran politik formal dalam hal keterlibatannya 

yang berhubungan dengan aktivitas politik praktis TNI, sampai dengan 

saat ini TNI sangat berfokus kepada berbagai hal yang berhubungan 

dengan upaya-upaya peningkatan profesionalisme militer, kondisi ini 

tentunya sangat mendukung dan menjadikannya sebagai peluang dalam 

upaya mengoptimalkan profesionalisme TNI yang mendukung 

konsolidasi demokrasi di Indonesia. 
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3) Konsistensi TNI dalam mengoptimalkan profesionalisme TNI yang 

mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia sangat terjaga dan 

dibuktikan, salah satunya adalah implementasi amanat Undang Undang 

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dilakukan melalui 

pengangkatan dan pelantikan Jaksa Agung Militer pertama di Indonesia 

pada tanggal 14 Juli 2021 lalu. Hal ini merupakan manivestasi dari 

komitmen semangat reformasi TNI yang senantiasa terjaga. 

 

b. Kendala.     Selain peluang, terdapat pula beberapa potensi kendala 

dalam upaya mengoptimalkan profesionalisme TNI untuk mewujudkan 

konsolidasi demokrasi di Indonesia yang diantaranya, adalah sebagai berikut: 

 
1) Dalam proses elektoral demokrasi di Indonesia, terdapat beberapa 

aktor kelompok yang selalu menjadi bagian perebutan dari kepentingan 

politik para pihak yang berkontestasi karena dianggap memliki pengaruh 

yang sangat kuat dalam masyarakat Indonesia, diantaranya:                      

(a) kelompok-kelompok agama (dhi. agama Islam seperti Nahdlatul 

Ulama, Muhammadiyah, dll.), kelaompok masyarakat bawah 

(grassroots/marhaen), dan militer (dhi. TNI). Pada beberapa studi kasus 

yang berhubungan dengan kepentingan pengaruh tersebut, petinggi TNI 

menjadi salah satu pilihan yang dinominasikan, salah satunya adalah 

melalui pencalonan para Panglima TNI sebagai Pemimpin nasional, 

bahkan ketika masih menjabat. Hal ini tentunya berpotensi menjadi salah 

satu kendala dalam upaya mengoptimalkan profesionalisme TNI. Lebih 

dari itu, belum terdapat mekanisme nasional yang mengatur masa 

transisi Petinggi TNI untuk dapat berpolitik praktis pasca purna tugas 

dengan pempertimbangkan pengaruhnya yang masih sangat kuat untuk 

mendapatkan dukungan militer yang berhubungan dengan kepentingan 

dimaksud di atas. 

 
2) Anggaran pertahanan Indonesia tidak pernah melebihi 1% dari 

Gross Domestic Bruto atau Produk Domestik Bruto (GDP/PDB). 

Anggaran pertahanan tersebut, juga relatif lebih kecil jika dibandingkan 

dengan anggaran Polri dan masih harus dibagi ke dalam 5 (lima) mata 
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anggaran untuk mendukung Unit Organisasi (UO) Kemhan, Mabes TNI, 

TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Peningkatan anggaran pertahanan dengan 

menggunakan pendekatan yang direkomendasikan PBB pada kisaran 

2% dari GDP/PDB merupakan sebuah keniscayaan sebagai salah satu 

faktor pendukung keberhasilan proses untuk mengoptimalkan 

profesionalisme TNI guna mendukung konsolidasi demokrasi di 

Indonesia. 

 
3)     Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 13 

point  (2)  Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat. Secara nyata dan tersurat bahwa jabatan Panglima 

TNI sangat erat dan berkorelasi dengan kepentingan politik dan tidak 

dapat dilepaskan dari koneksitas dengan partai politik, kelembagaan 

perwakilan partai politik berada di DPR. Tentunya hal ini sangat 

bertentangan dengan semangat menempatkan TNI sebagai Instrumen 

Negara yang profesional  dan jauh dari intervensi parta politik. Demikian 

pula halnya masih pada pasal 13 point (4) Jabatan Panglima 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian 

oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah 

menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Namun realitas dan dinamika 

yang telah terjadi sangat jauh dari landasan Undang Undang yang 

dimaksud.  

 
4) Proses reformasi TNI belum menyentuh fundamental atau 

substansi demokrasi yang berhubungan dengan pemahaman 

pemisahan hak atau peran dan tanggung jawab prajurit sebagai individu 

yang merdeka, sebagai warga negara yang memiliki kedudukan serta 

hak yang setara dengan warga negara lainnya, dan sebagai militer 

profesional. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

12. Umum.     Pada bab ini akan didiskusikan tentang pokok-pokok persoalan 

sebagai symptoms pembentuk permasalahan. Berbagai peristiwa yang telah 

dan/atau sedang terjadi di lingkungan internasional, regional, maupun domestik 

serta memiliki koneksitas atau berhubungan dengan pokok-pokok persoalan secara 

interdependen, seyogianya dapat menjadi rujukan, sumber masukan atau referensi 

berharga mengoptimalkan profesionalisme TNI guna mendukung konsolidasi 

demokrasi di Indonesia. Kompleksitas untuk mengoptimalkan profesionalisme TNI 

guna mendukung konsolidasi demokrasi ini, diantaranya akan mendiskusikan 

upaya yang berhubungan dengan: (a) pemahaman hubungan substantif antara 

profesionalisme TNI dan konsolidasi demokrasi; (b) peran dan keterlibatan 

pemangku kebijakan pranata demokrasi dalam mengoptimalkan profesionalisme 

TNI; dan (c) strategi optimalisasi profesionalisme TNI yang aplikatif dalam 

mendukung terwujudnya konsolidasi demokrasi. 

 

13. Pemahaman Hubungan Substantif antara Profesionalisme TNI dan 

Konsolidasi Demokrasi. 

Demokrasi adalah ide yang berawal dari tradisi bangsa Yunani berkembang 

dalam rentang waktu yang sangat panjang, hingga menjadi model dan bentuk 

demokrasi modern sebagai sistem kerja pemerintahan serta terus berkembang 

seiring dengan catatan perkembangan peradaban manusia. Mulai dari 

penandatanganan Magna Carta di Inggris pada abad ke-12, Revolusi Prancis, dan 

Amerika pada abad ke-18, hingga semakin berkembang menjadi model 

pemerintahan di Eropa dan Amerika pada abad ke-19. Pada abad ke-20, ide 

demokrasi menjadi semakin menguat serta menjadi bentuk pemerintahan yang 

lazimnya digunakan di berbagai negara, baik di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika, 

sebagaimana demokrasi yang dipahami saat ini.  

Mencermati perkembangan demokrasi dimasa lalu, apa yang dilakukan oleh 

para pemberontak dengan memaksa raja Inggris untuk menahan diri melalui Magna 

Carta, demikian pula yang dilakukan para pejuang kemerdekaan Amerika dan kaum 

revolusioner di Perancis dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang bersifat lokal. 

Namun, berbagai peristiwa tersebut menjadi landasan dan memberikan kontribusi 
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besar terhadap pemahaman tentang perlunya demokrasi sebagai sebuah sistem 

yang bersifat universal. Sepanjang abad ke-19, para ahli teori demokrasi seperti 

terdogma untuk mendiskusikan apakah demokrasi merupakan sistem yang sesuai 

bagi satu negara dapat diadopsi, dikembangkan, dan sesuai pula untuk negara 

lainnya? Hal ini kemudian mendorong pemikiran tentang universalitas demokrasi 

dan berkembang sebagai produk sosial-politik di abad ke-20.  

Salah satu pemikir universalitas demokrasi dimaksud adalah Amartya Sen 

yang menyatakan bahwa, “Pertanyaan apakah demokrasi merupakan sistem yang 

sesuai bagi satu negara serta dapat diadopsi, dikembangkan, dan sesuai pula untuk 

negara lainnya merupakan pertanyaan yang salah. Karena negaralah yang 

seharusnya bisa menyesuaikan dirinya dengan sistem demokrasi itu sendiri. Sesuai 

dengan kebutuhan untuk memperluas jangkauan potensial demokrasi karena 

mencakup banyak orang yang menjadi warga negaranya, termasuk dengan 

memperhatikan aspek sejarah, keragaman budaya, dan tingkat kemakmuran yang 

berbeda-beda”.23 Dimana hal tersebut semestinya hanya dimengerti secara baik 

oleh suatu negara dimaksud. Churchil pada kesempatan sebelumnya menyatakan 

bahwa, “Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang buruk, dengan 

pengecualian bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem yang telah teruji dari 

waktu ke waktu”.24 

Selanjutnya, secara prinsip jika merujuk perspektif global dan akademis, maka 

sebetulnya hanya dikenali 2 (dua) bentuk sistem demokrasi, yakni demokrasi liberal 

(liberal democracy) dan demokrasi sosial (social democracy). Sistem demokrasi 

liberal, salah satunya diimplementasikan oleh negara Amerika Serikat. Sedangkan 

sistem demokrasi sosial banyak ditemukan prakteknya oleh negara-negara Barat di 

benua Eropa. Dalam proses adopsi demokrasi di berbagai negara, khususnya di 

negara-negara berkembang pasca berakhirnya kolonialisme (post-colonalism), 

digunakan berbagai terminologi demokrasi. Hal ini merupakan hasil dari proses 

pemahaman demokrasi yang dihubungkan dengan apa yang disebut oleh Amartya 

Sen sebagai kebutuhan untuk memperluas jangkauan potensial demokrasi karena 

mencakup banyak orang yang menjadi warga negaranya, termasuk dengan 

                                                      
23  Amartya Sen, merupakan peraih Nobel pada tahun 1998 untuk Ekonomi. Merupakan tokoh 

pendidikan di Trinity College, Cambridge, dan Universitas Lamont serta Emeritus Professor di 
Universitas Harvard. Gagasannya tentang universalitas demokrasi dikemukakan melalui keynote 
speech-nya yang berjudul Building a Worldwide Movement for Democracy pada suatu forum 
akademik di India pada Februari 1999. 

24  Winston Churchil, Famous Quotation, November 1947. 
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memperhatikan aspek sejarah, keragaman budaya, dan tingkat kemakmuran suatu 

negara. Sebagaimana Indonesia yang dalam proses adopsi demokrasi mencoba 

mengadaptasi prinsip-prinsip demokrasi dan mengombinasikannya dengan nilai-

nilai kearifan lokal yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia, sehingga 

memunculkan terminologi Demokrasi Pancasila. 

Pada berbagai studi komparatif tentang sistem demokrasi, salah satu hasil 

identifikasi yang ditemukan adalah adanya faktor reluktansi atau keengganan 

terhadap sistem demokrasi, khususnya ketika banyak negara di berbagai belahan 

dunia lainnya mulai mengadopsi dan mengimplemetasikan prinsip-prinsip 

demokrasi, yakni partisipasi, masyarakat sipil, dan transparansi, utamanya pasca 

proses peralihan dari rezim sebelumnya yang dianggap sebagai rezim autotarian. 

Reluktansi demokrasi yang dimaksud, pada berbagai studi kasus dilakukan oleh 

aktor keamanan yang biasanya memiliki keterkaitan erat dengan rezim autotarian 

sebelumnya, khususnya pada negara-negara yang sedang dalam proses transisi 

demokrasi. Hal ini kemudian menjadikan aktor keamanan menjadi salah satu faktor 

penting sebagai kunci keberhasilan proses transisi demokrasi yang selanjutnya 

berperan vital dalam proses untuk mengantarkan suatu negara dalam mewujudkan 

konsolidasi demokrasi. Eksistensi aktor keamanan sebagai salah satu faktor utama 

dalam konteks ini, dikarenakan aktor yang dimaksud memiliki kemampuan untuk 

menghentikan proses transformasi demokrasi, sebagaimana disebutkan oleh 

Schmitter dengan termonologi sebagai aktor veto terhadap sistem demokrasi.25 

Studi-studi yang berhubungan dengan militer dan demokrasi sendiri, 

didominasi oleh pemikiran tentang hubungan sipil-militer, utamanya yang terkait 

dengan kendali sipil atas militer. Pola hubungan sipil-militer memiliki berbagai 

variasi dan dapat dilihat, bahwa pola hubungan sipil-militer dapat berupa dominasi 

sipil atas militer atau dominasi militer atas sipil, dapat pula terbentuk kesejajaran 

antara keduanya dalam mencapai tujuan politik suatu negara. Sistem rezim 

pemerintahan yang dianut oleh suatu negara juga memiliki pengaruh terhadap pola 

hubungan sipil-militer. Hubungan sipil-militer dalam negara demokratis menurut 

Huntington, dilakukan setidaknya melalui 2 (dua) cara, yakni:  

 

                                                      
25  Schmitter, Philippe et al. (eds.). (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Comparative 

Perspectives. Baltimore: John Hopkins University Press. 
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a. Kendali sipil subyektif (subjective civilian control). Pengendalian ini 

dilakukan dengan meminimalkan kekuasaan militer dan memaksimalkan 

kekuasaan sipil. Dimana inti dari kontrol sipil subyektif adalah pengingkaran 

independensi militer.  

 

b. Kendali sipil obyektif (objective civilian control).  Pengendalian ini 

dilakukan dengan memaksimalkan profesionalisme militer. Dimana 

kekuasaan militer dikurangi, namun diberikan kekuasaan dalam batas-batas 

tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan 

profesinya sesuai dengan aturan kebijakan supremasi sipil. 

 

Selanjutnya Huntington juga menyebutkan adanya 3 (tiga) pendekatan yang 

dapat dilakukan oleh otoritas sipil terhadap militer,26 yaitu melalui: (a) kontrol sipil 

melalui lembaga pemerintah; (b) kontrol sipil oleh kelas sosial; dan (c) kontrol sipil 

secara konstitusional. Pada prinsipnya, berbagai studi terkait hubungan militer dan 

demokrasi akan mendiskusikan tentang berbagai upaya untuk meminimalkan 

pengaruh militer dalam proses pengambilan keputusan nasional dengan 

memperkuat kapasitas dan kapabilitas otoritas sipil. Muara dari berbagai berbagai 

studi dimaksud, adalah adanya kesamaan pandangan tentang pentingnya 

hubungan sipil dan militer yang harmonis (menempatkan militer pada posisinya 

yang profesional) sebagai syarat eksistensi, stabilitas, dan berkembangnya 

demokrasi sebagaimana yang diharapkan serta sekaligus sebagai suatu kondisi 

yang diperlukan dalam menjamin proses transisi demokrasi menuju sistem 

demokrasi yang terkonsolidasi. 

Dalam konteks tersebut Nordlinger menyatakan, bahwa untuk mendapatkan 

suatu kondisi hubungan harmonis antara sipil dan militer, maka militer harus 

dikendalikan melalui penetapan tugas-tugas dan batasan-batasan yang jelas dalam 

perspektif kepemimpinan sipil dan militer.27 Sedangkan untuk mencegah adanya 

tensi atau ketegangan hubungan sipil dan militer dalam masa transisi demokrasi, 

menurut Nye,28 akan lebih sehat jika dipraktekan dalam tradisi-tradisi liberal, dimana 

militer atau angkatan bersenjata harus: (a) tunduk kepada peraturan hukum yang 

                                                      
26  Op.Cit. The Soldier and State: The Theory and Politics of Civil-Military Relation.  
27  Nordlinger, Eric A. (1977). Soldiers in Politics: Military Coups and Government. New Jersey:  

Prentice-Hall. 
28  Nye, Jr. Joseph S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public 

Affairs. 
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berlaku dan berkewajiban menghormati kewenangan sipil; (b) bersifat independen 

dan berada diatas semua kepentingan politik; (c) sipil berkewajiban mengakui 

bahwa militer atau angkatan bersenjata merupakan alat negara demokrasi yang 

sah; (d) memberikan dukungan anggaran, penghargaan dan kesejahteraan yang 

layak kepada militer dan keluarganya dalam upaya mengembangkan peran, misi, 

dan profesinya; serta (e) sipil harus berupaya untuk belajar dan kompeten terhadap 

isu-isu pertahanan dan budaya militer.  

Di sisi lain, juga terdapat tantangan dalam upaya untuk mewujudkan 

hubungan sipil-militer yang harmonis. Pertama, jika merujuk kepada pendapat 

Huntington yang menyaratkan kendali sipil secara maksimal sebagai upaya untuk 

meminimalkan pengaruh dan kekuasaan militer,29 maka profesionalisme militer 

menjadi syarat utama. Dimana modalitas yang sangat kuat diperlukan untuk dapat 

membentuk dan mengembangkannya, seperti dengan memenuhi kebutuhannya 

untuk melakukan pendidikan, latihan serta pemenuhan kebutuhan organisasi dan 

personel militer secara ideal. Hal ini tentunya menjadi tantangan secara umum bagi 

negara-negara maju, utamanya pasca berakhirnya Perang Dingin terkait adanya 

tuntutan peace devident untuk mengalihkan sebagian besar anggaran dan 

pendanaan militer bagi upaya-upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.  

Dari sudut pandang negara-negara berkembang, untuk dapat membentuk dan 

mengembangkan profesionalisme militer akan memerlukan anggaran pertahanan 

yang tidak sedikit serta menjadi dilema prioritas antara urgensi kebutuhan terhadap 

stabilitas keamanan yang diperlukan bagi pembangunan atau memberikan prioritas 

bagi pembangunan untuk menghasilkan modalitas yang dapat digunakan untuk 

membangun militer dalam rangka menjamin stabilitas keamanan yang kondusif bagi 

proses pembangunan itu sendiri. Hal ini kemudian semakin menjadi tantangan 

tersendiri jika dikaitkan dengan pendapat Andreski,30 yang menyatakan bahwa 

militer yang tidak memiliki konflik atau perang dan/atau tidak menyiapkan dirinya 

untuk mengahadapi konflik atau perang, secara jangka panjang dapat tergoda untuk 

terlibat dalam urusan politik praktis dan selanjutnya, jika kondisi tersebut tidak dapat 

dikelola dengan baik, dapat mengintervensi atau memberikan vetonya kepada 

sistem demokrasi serta justru berpotensi membahayakan demokrasi itu sendiri. Hal 

                                                      
29   Ibid. 
30  Andreski, Stanislav. (1980). On the Peaceful Disposition of Military Dictatorships. The Journal of 

Strategic Studies, Taylor and Francis. 
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ini makin mempertegas bahwa menjaga profesionalisme militer dalam transisi 

demokrasi merupakan suatu keharusan untuk diwujudkan. 

Hubungan antara militer dan demokrasi juga dapat dipahami melalui diskusi 

tentang militer profesional. Diskusi tentang militer profesional, umumnya akan 

mengacu kepada pemikiran Huntington yang berhubungan dengan indikatornya.31 

Dimana terdapat 3 (tiga) indikator militer profesional, yakni: (a) keahlian atau 

kompeten di bidang yang menjadi profesinya; (b) memahami peran dan fungsinya 

sebagai individu, tugas serta tanggung jawab yang berhubungan dengan pekerjaan 

atau profesinya, dan fungsi serta kedudukannya sebagai masyarakat di 

lingkungannya dengan fokus utama pengabdian kepada negara sebagai nilai 

tertinggi baginya; dan (c) memiliki semangat esprit de corps yang kuat. Ketiga 

indikator ini menjadikannya sebagai ciri militer profesional dan kemudian 

diterminologikan oleh Huntington sebagai the military mind.  

Dalam pemahaman selanjutnya, the military mind menjadi pembentuk 

hubungan militer dan negara. Secara prinsip, the military mind merupakan sikap 

dan cara pandang serta loyalitas militer profesional kepada negara dan 

menjadikannya sebagai kode etik militer profesional yang dalam konteks pemikiran 

negara-negara Barat akan senantiasa berkorelasi dengan civil supremacy. Oleh 

karenanya, the military mind dapat dipahami sebagai pengakuan terhadap sistem 

pemerintahan sipil, sehingga jika militer melakukan intervensi terhadap pengakuan 

dimaksud, justru akan menjadikannya sebagai bentuk pengingkaran dari kode etik 

militer profesional tersebut. Oleh karenanya, keterlibatan militer dalam politik, jika 

merujuk pendapat Huntington, akan menjadi sebuah anomali atau sebuah 

ketidaklaziman. 

Di sisi lain, Johnson justru berpikir sebaliknya dan menentang pendapat 

Huntington. Dimana keterlibatan militer dalam politik merupakan hal yang baik, 

khususnya bagi negara-negara ketiga atau negara-negara berkembang, utamanya 

dalam membangun fondasi atau landasan demokrasi.32 Hal tersebut diantaranya, 

adalah karena militer pada umumnya merupakan agen perubahan dan kemajuan 

(modernisasi) dalam konteks orientasi nilai (value) maupun dalam perspektif 

organisasi yang dijumpai pada banyak studi kasus di negara-negara tersebut. 

                                                      
31  Op.Cit. The Soldier and State: The Theory and Politics of Civil-Military Relation. 
32   John J. Johnson. (1962). The Role of the Military in Underdeveloped Countries. Princenton 

University Press. 
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Pemikiran Johnson ini, didukung oleh Shills, Nye, dan Janowitz yang 

mengemukakan pendapat, bahwa sentral dari militer adalah para Perwiranya.33  

Para Perwira tersebut pada umumnya berasal dari kalangan menengah keatas dan 

dapat menjadi alternatif jika sistem politik demokrasi parlementer yang ada 

dianggap tidak stabil atau tidak dapat diandalkan sebagai motor pembangunan.  

Nordlinger juga melihat adanya celah akademis dan mengingatkan, bahwa 

hubungan antara militer dan pembangunan harus dilihat dari latar belakang 

(kualitas) dan kuantitas para Perwiranya.34 Jika secara kualitas dan kuantitas 

terdapat Perwira militer yang berasal dari kalangan menengah dalam jumlah 

banyak, maka militer dapat menjadi agen perubahan, agen modernisasi, dan 

sebagai agen pembangunan. Namun sebaliknya, jika secara kualitas dan kuantitas 

hanya terdapat segelintir Perwira militer yang berasal dari kaum menengah, maka 

militer dapat menjadi sangat konservatif. Hal yang sama tentunya juga dapat ditarik 

dalam konteks pememimpinan militer, dimana jika secara kualitas dan kuantitas 

terdapat kepemimpinan militer yang berasal dari kalangan menengah dalam jumlah 

banyak, maka militer dapat menjadi agen perubahan, agen modernisasi, dan 

sebagai agen pembangunan. Namun sebaliknya, jika secara kualitas dan kuantitas 

hanya terdapat segelintir kepemimpinan militer yang berasal dari kaum menengah, 

maka militer dapat menjadi sangat konservatif.   

Diskusi dan pembahasan diatas memberikan landasan pemikiran akademik 

yang berhubungan dengan sejarah panjang hubungan antara sipil dan militer di 

Indonesia serta bermuara kepada pemahaman yang terkait dengan hubungan atau 

pertalian militer dan demokrasi. Oleh karenanya, jika para penganut pemikiran 

Huntington akan menyatakan bahwa dwi fungsi politik militer mencederai 

demokrasi, maka penganut pemikiran Johnson tentunya akan mengatakan bahwa 

dwi fungsi politik militer merupakan jalan tengah yang diperlukan dalam proses 

pembangunan di Indonesia. Terlepas dari kontestasi hal tersebut, perkembangan 

sistem demokrasi dan transformasi keprofesionalan militer di Indonesia merupakan 

bagian dari proses transisi menuju konsolidasi demokrasi. 

Selanjutnya dalam konteks Indonesia, kekhawatiran terhadap aktor veto mulai 

memudar ketika TNI melakukan reformasi militer dengan meninggalkan posisi dan 

peran politik formal dalam hal keterlibatannya yang berhubungan dengan aktivitas 

                                                      
33   Perlmutter, Amos. (2000). Militer dan Politik. Jakarta: Rajawali Press, (terjemahan) Perlmutter, 

Amos (1977). The Military and Politics and Modern Times: On Professionals, Praetorians and 
Revolutionary Soldiers. Yale University Press, hal 297. 

34   Op.Cit. Soldiers in Politics: Military Coups and Government. New Jersey: Prentice-Hall. 
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politik praktis pada tahun 2004. Selain sebagai respon terhadap salah satu tuntutan 

reformasi politik nasional pasca reformasi tahun 1998, juga ditujukan agar 

organisasi TNI dapat lebih berfokus kepada tugas-tugas di bidang pertahanan 

negara serta mengukuhkan jati dirinya sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, 

tentara nasional serta tentara profesional. Reformasi militer sendiri memiliki dua 

pemahaman prinsip,35 yakni profesionalisme militer dan hubungan sipil-militer yang 

ideal. Dimana profesionalisme militer dimaksud, bagi militer Indonesia akan 

berhubungan atau terepresentasi melalui penggabungan pendapat akademik 

Huntington, Johnson, dan Nordlinger.  

Reformasi TNI, menuju TNI yang profesional  dengan meninggalkan posisi 

dan peran politik formal dalam hal keterlibatannya yang berhubungan dengan 

aktivitas politik praktis pada tahun 2004 tersebut tidaklah cukup karena dalam 

proses transisi demokrasi terdapat kerentanan demokrasi (fragile democracy) jika 

dihubungkan dengan pendapat Andreski sebelumnya. Merujuk pandangan dan 

pendapat Hadiwinata dan Schuck tentang pemahaman konsolidasi demokrasi,36 

maka demokrasi dapat dikatakan terkonsolidasi apabila dapat memenuhi 

setidaknya 3 (tiga) kriteria berikut ini: 
 

a. Dalam konteks kriteria konstitusional politik (constitutional criterion), 

terdapat regulasi yang mengatur komitmen bersama antara Pemerintah dan 

aktor Non-Pemerintah untuk menyelesaikan konflik secara damai, sesuai 

dengan aturan hukum dan prosedur yang berlaku oleh institusi yang diakui 

secara demokratis; 

 

b. Dalam konteks kriteria perilaku politik (behavioral criterion), tidak ada 

aktor atau lembaga yang dominan dan secara signifikan dapat mengerahkan 

sumber daya dalam rangka mencapai tujuan mereka guna menciptakan rezim 

non-demokratis dengan menggunakan kekerasan; 
 

c. Dalam konteks kriteria sikap politik (attitudinal criterion), mayoritas 

masyarakat meyakini prosedur dan institusi demokrasi sebagai satu-satunya 

cara (the only game in town) yang dapat mengatur kehidupan kolektif dalam 

masyarakat. 

                                                      
35   Syamsul Hilal, dkk. Pasang Surut Hubungan Sipil Militer di Indonesia dan Tantangannya pada 

Masa Depan NKRI, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 10, Maret 2022, hal. 3.541. 
36  Hadiwinata, Bob S/Schuck, Christoph. (2007). Mapping Indonesia’s Way towards Democracy: In 

Search of Theoritical Frame dalam Op.Cit Democracy in Indonesia: The Challenge of 
Consolidation, hal. 11-27.  



31 
 

 

 

Upaya mewujudkan kontrol sipil terhadap aktor veto pada tingkat makro untuk 

mencapai konsolidasi demokrasi masih sangat diperlukan. Kondisi dimaksud  

dalam implementasinya telah dilakukan melalui berbagai program edukasi yang 

salah satunya ditujukan kepada personel-personel angkatan bersenjata (prajurit 

TNI) agar dapat lebih memahami model peran sosial dalam rangka 

mengimplementasikan nilai-nilai inti demokrasi yang berguna untuk meningkatkan 

kesadaran tanggung jawab dan perannya dalam kehidupan sehari-hari dalam 

lingkungan demokratis. Berbagai program edukasi dimaksud telah menjadi salah 

satu langkah strategis menuju pencapaian konsolidasi demokrasi di Indonesia. 

Upaya dimaksud tidak akan dapat diwujudkan tanpa adanya proses tata kelola 

peran dan keterlibatan pemangku kebijakan pranata demokrasi dalam 

mengoptimalkan profesionalisme TNI yang akan menjadi diskusi selanjutnya, 

sebelum dirumuskan dan disusun strategi optimalisasi profesionalisme TNI yang 

aplikatif  dalam  mendukung  terwujudnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. 

 

14. Peran dan Keterlibatan Pemangku Kebijakan Pranata Demokrasi dalam 

Mengoptimalkan Profesionalisme TNI.   

Mengawali diskusi tentang tata kelola peran dan keterlibatan pemangku 

kebijakan pranata demokrasi dalam mengoptimalkan profesionalisme TNI, ada 

baiknya dimulai dengan sedikit mengupas lebih dalam tentang transisi dan 

konsolidasi demokrasi guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. 

Transisi dan konsolidasi demokrasi merupakan sebuah fenomena yang masih 

muda atau tergolong baru. Berawal dari revolusi Perancis dan Amerika sebagai 

proses demokratisasi yang terjadi pada abad ke-18, yang dalam retrospeksi 

dianggap oleh para ahli teori transisi sebagai gelombang pertama demokrasi. 

Gelombang kedua demokrasi terjadi pasca Perang Dunia II yang kemudian 

mengubah negara-negara yang sebelumnya totaliter seperti Jerman dan Jepang 

menjadi negara-negara yang demokratis.  

Tidak berhenti sampai di sini, proses demokratisasi, khususnya di Eropa terus 

berlanjut dan mendorong terciptanya gelombang ketiga terhadap negara-negara 

Portugal dan Yunani pada tahun 1947 serta pada tahun 1975 yang ditandai ketika 

rezim otoriter Franco akhirnya memberi jalan kepada proses demokrasi di Spanyol. 

Gelombang ketiga sebenarnya tidak hanya terbatas berlangsung di Eropa, namun 

masih terus  berlanjut, misalnya di Asia yang ditandai dengan tumbangnya rezim 

otokratis Marcos di Filipina pada tahun 1986 serta terus menyebar ke berbagai 
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penjuru dunia. Pada tahun 1990-an, sebagai konsekuensi logis dari jatuhnya Uni 

Soviet dan runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur, terciptalah difusi demokrasi 

yang kemudian mendorong dan menghasilkan perubahan dramatis dalam lanskap 

politik global. Hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya negara yang 

mengadopsi sistem demokrasi, sebagai satu-satunya bentuk sistem pemerintahan 

yang dianggap layak. 

Terlepas dari optimisme terhadap demokrasi di atas, para ahli teori transisi 

dan konsolidasi demokrasi memandang bahwa pada perkembangan selanjutnya 

terdapat beberapa negara yang melakukan proses transisi demokrasi, namun tidak 

diiringi dengan proses peningkatan dan pengembangan yang memadai guna 

menghasilkan sistem pemerintahan demokratis yang berkelanjutan (sustainable). 

Negara-negara tersebut kemudian seakan-akan menghadapi kesulitan dalam 

mempertahankan sistem demokrasi, sehingga berpotensi mendorong terjadinya 

proses delegitimasi demokrasi yang dapat bermuara kepada terbentuknya kembali 

sistem otoriter. Alur prosesnya dapat diilustrasikan melalui gambar 1, di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses/Urutan Transisi Demokrasi dari Pemerintahan Autokratik. 

(Sumber: Democracy in Indonesia: The Challenge of Consolidation).37 

                                                      
37   Op.Cit. Democracy in Indonesia: The Challenge of Consolidation. 
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Beberapa studi demokrasi menyimpulkan, bahwa indikasi adanya 

kompleksitas dalam proses demokratisasi yang tidak lebih dari sekedar proses 

penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil guna menghasilkan pemerintahan 

yang demokratis, utamanya pada beberapa negara berkembang. Namun berbagai 

studi ekstensif tentang proses demokrasi terhadap negara-negara berkembang 

tersebut, juga menghasilkan berbagai pemikiran yang menjadikannya sebagai 

peluang baru yang berguna untuk  menjawab beberapa pertanyaan penting, seperti 

bagaimana proses untuk menjaga transisi yang dapat dilakukan menuju konsolidasi 

demokrasi atau bagaimana membuat demokrasi yang masih rapuh dan belum stabil 

menjadi lebih kuat serta berkelanjutan. Dimana sebuah sistem pemerintahan yang 

demokratis hanya dapat beroperasi dalam situasi atau lingkungan yang 

menghadirkan ruang publik  dapat berfungsi. 

Dalam skenario terbaik, beberapa pakar atau akademisi demokrasi, seperti 

Rabasa dan Haselman berkeyakinan, bahwa transisi demokrasi Indonesia akan 

berkembang pada lintasan demokratis sekuler, mendorong proses yang lebih baik 

dalam menyikapi beberapa isu-isu di bidang perekonomian, dan akan mampu 

memenuhi tuntutan otonomi provinsi tanpa kehilangan kendali pusat atas kebijakan 

makro-ekonominya.38 Adapun dalam hubungan sipil-militer, akan semakin terdapat 

kontrol sipil yang lebih efektif terhadap militer melalui pengawasan yang lebih baik 

atas urusan militer melalui pranata demokrasi,39 khususnya oleh Kementerian 

Pertahanan (Kemhan), DPR, lembaga elektoral, lembaga-lembaga think-tank, 

lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. 

Disisi sebaliknya, dalam skenario lain, beberapa pakar studi demokrasi, 

seperti Schuck dan Hadiwinata memberikan ilustrasinya, bahwa proses transisi 

menuju demokrasi yang terkonsolidasi bagi Indonesia saat ini adalah seperti 

menaiki tangga yang curam, dimana peluang jatuhnya masih sama besar dengan 

peluang mencapai tujuan yang diinginkan.40 Dalam menilai transisi Indonesia 

menuju demokrasi yang terkonsolidasi, Schuck dan Hadiwinata juga berpendapat, 

bahwa sementara bukti nyata proses ke arah positif sangat jelas terlihat, misalnya 

dengan adanya pemilihan umum dan pemilihan pemimpin nasional yang bebas dan 

adil, adanya peningkatan kebebasan politik, termasuk keterbukaan politik dan 

                                                      
38   Rabasa, Angel dan Haseman, John. (2002). The Military and Democracy in Indonesia: 

Challenges, Politics, and Power. California: RAND Corp., hal. 122. 
39  Ibid. 
40  Op.Cit. Democracy in Indonesia: The Challenge of Consolidation, hal. 12. 
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kebebasan pers, reformasi birokrasi, dan lain sebagainya.41 Di sisi lain juga masih 

dijumpai secara jelas adanya ikatan patrimonial dan nepotisme dalam pranata atau 

institusi demokrasi, ekstremisme dan chauvinisme yang menghambat organisasi 

sipil menjadi lebih kompeten di bidangnya, militerisme dan ikatan etno-agama yang 

berpotensi merusak supremasi sipil dalam politik domestik dan eksternal serta 

masih banyaknya praktek-praktek rasuah.42 

Menurut Diamond,43 dalam demokrasi harus terdapat banyak saluran bagi 

masyarakat atau publik untuk mengekspresikan kepentingan dan preferensi 

mereka, tidak hanya guna mempengaruhi kebijakan, tetapi juga dalam rangka 

memantau dan memastikan pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan negara. Hal 

tersebut, juga termasuk pelibatan masyarakat kedalam proses perumusan dan 

penyusunan kebijakan negara dimaksud. Akan terdapat banyak kebutuhan, 

diantaranya adalah pranata dan mekanisme demokrasi dalam rangka mendapatkan 

legitimasi. Legitimasi ini merupakan elemen penting dalam rangka memastikan 

keberlangsungan rezim demokratis yang berkelanjutan. 

Tata kelola peran dan keterlibatan pemangku kebijakan pranata demokrasi 

memiliki arti penting serta diperlukan dalam mengoptimalkan profesionalisme TNI, 

diantaranya: (a) lembaga-lembaga demokrasi seperti Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), Partai Politik, Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dengan politik, hukum dan 

keamanan serta diplomasi dan hubungan internasional diperlukan untuk 

mendukung kebutuhan regulasi dan sekaligus alat kendali agar profesionalisme TNI 

dapat dikembangkan ke arah yang diharapkan; (b) lembaga-lembaga demokrasi 

yang berhubungan dengan sistem pengawasan, seperti Badan Pemeriksa 

Keamanan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperlukan untuk 

memastikan bahwa dukungan negara kepada terwujudnya  TNI yang profesional 

dilaksanakan sesuai dengan peruntukan serta kebutuhannya; adapun (c) pranata 

demokrasi yang membidangi perencanaan pembangunan seperti Bappenas dan 

pranata dibidang perencanaan serta pengelolaan sektor keuangan dan anggaran 

negara diperlukan dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan anggaran TNI 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, termasuk yang 

berhubungan dengan upaya-upaya untuk mendukung kesejahteraannya; 

                                                      
41  Ibid, hal. 12-13. 
42  Ibid. 
43  Diamond, Larry. (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore and London: 

The Johns Hopkins University Press, hal. 219. 
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sedangkan (d) pranata demokrasi lainnya dapat didorong sesuai dengan fungsinya 

atau dibentuk sesuai dengan kebutuhannya untuk mempertahankan sistem 

demokrasi melalui dukungan terhadap upaya-upaya profesionalisme TNI.  

Pasca reformasi tahun 1998, reformasi dalam tubuh TNI menuju TNI yang 

profesional membutuhkan pranata demokrasi dalam mendorong proses perubahan 

besar hal dalam budaya organisasi serta individu pengawaknya, struktur organisasi, 

pelatihan, dan banyak hal lainnya. Salah satu yang berhubungan dengan hal 

tersebut adalah untuk menghilangkan eksklusifitas TNI dan menjadikannya sebagai 

bagian dari masyarakat sipil pada masa damai. Terwujudnya peradilan militer yang 

demokratis merupakan salah satu semangat untuk mendorong profesionalisme TNI 

yang berhubungan dengan transformasi budaya organisasi serta individu 

pengawaknya. Pada hakekatnya individu-individu pengawak organisasi TNI adalah 

warga negara yang kedudukannya setara dengan warga negara lainnya dimata 

hukum. Sejarah baru dalam proses transisi menuju konsolidasi demokrasi di 

Indonesia yang didukung upaya membangun dan mengembangkan TNI yang 

profesional adalah dengan dilantiknya jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Militer 

yang eksistensinya diharapkan mampu melakukan akselerasi  dalam penanganan 

perkara pidana militer yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, memberikan 

kepastian hukum, serta berorientasi pada kemanfaatan hukum.  

Pembentukan bidang pidana militer ini merupakan manivestasi dari amanat 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya 

penjelasan Pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Oditur Jenderal dalam 

melaksanakan tugas dibidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa 

Agung Republik Indonesia selaku Penuntut Umum Tertinggi di Negara Republik 

Indonesia“. Pengaturan tersebut pada hakekatnya merupakan cerminan dari 

pelaksanaan prinsip single prosecution system, guna terwujudnya asas dominus 

litis secara konsisten yang sejalan dengan amanat Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 yang menyebutkan, “Kejaksaan adalah satu dan tidak 

terpisahkan” (een en ondeelbaar) yang artinya penuntutan haruslah berada pada 

satu lembaga yaitu Kejaksaan, sehingga terpelihara kesatuan kebijakan dibidang 

penuntutan agar dapat ditampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata 

laku, dan tata kerja. 

Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan 

Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
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Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 

Indonesia sebagai pelaksanaan Undang-Undang Kejaksaan, sehingga diharapkan 

dalam pelaksanaan tugas penuntutan tidak terjadi disparitas, khususnya dalam hal 

perkara atas tindak pidana koneksitas yang selama ini belum diproses dan diadili 

melalui mekanisme koneksitas, diharapkan  penegakan hukum dapat dilaksanakan 

secara akuntabel, objektif dan berkeadilan serta sekaligus meneguhkan Jaksa 

Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dan tidak terjadi dualisme kebijakan 

penuntutan yang cenderung dapat menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap 

jenis tindak pidana. 

Pada tahapan selanjutnya, dalam proses transisi sistem demokrasi menuju 

sistem demokrasi yang terkonsolidasi, akan diperlukan pranata demokrasi yang 

kuat dengan didukung oleh kepemimpinan sipil yang kompeten serta banyaknya 

masyarakat sipil (akademisi) yang memiliki kepakaran dalam memahami berbagai 

urusan militer, agar lebih mampu mendukung berkembangnya proses demokrasi 

dengan mengoptimalkan profesionalisme TNI. Lebih dari itu, jika urusan militer tidak 

lagi hanya menjadi hak eksklusif TNI, namun juga merupakan bagian dari bidang-

bidang yang secara kompeten dipahami secara komprehensif oleh masyarakat sipil, 

maka hal tersebut tentunya merupakan sebuah nilai tambah yang bersifat positif 

(value added) sehingga dapat memperkuat dorongan untuk mempercepat proses 

transformasi profesionalisme TNI yang selaras dengan upaya untuk menuju proses 

terwujudnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. 

Dalam prakteknya, upaya TNI untuk mendukung proses konsolidasi 

demokrasi melalui penguatan masyarakat sipil untuk dapat memahami urusan-

urusan di bidang pertahanan negara dan militer dimaksud, salah satunya dilakukan 

dengan mendorong lahirnya program-program studi terapan di bidang pertahanan 

dhi. sebagaimana yang telah dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) 

melalui alur Program Studi Manajemen Pertahanan pada Sekolah Arsitektur, 

Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) pada tahun 2005 s.d 2009, 

tepat satu tahun setelah TNI menarik diri dari politik praktis dengan tidak lagi 

memiliki representasi di DPR pada tahun 2004. Dengan komposisi peserta studi 

yang terdiri dari 50% militer dan 50% sipil untuk bersama-sama melakukan studi 

bidang manajemen pertahanan yang didalamnya juga berisikan materi-materi 

Security Sector Reform (SSR) dan Security Sector Governance (SSG), sebagai 

bagian dari proses penguatan masyarakat sipil, akulturasi budaya militer, untuk 

dapat memahami urusan-urusan di bidang pertahanan negara dan militer secara 

nyata. 
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Melihat efektifitas dari program penguatan masyarakat sipil tersebut, pada 

tahun 2009 melalui pendirian Universitas Pertahanan (Unhan), Program Studi 

Manajemen Pertahanan kemudian bergabung menjadi bagian dari proses yang 

tidak dapat dipisahkan dari sejarahnya serta terus dikembangkan sampai dengan 

saat ini sebagai bagian dari upaya penguatan masyarakat sipil, karena tidak saja 

diperuntukkan atau dikhususkan bagi personel-personel militer, namun juga terbuka 

luas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan sebagai indikator 

positif, bahwasannya Unhan sebagai sebuah lembaga pendidikan yang dikelola 

oleh Kemhan RI sebagai salah satu pranata demokrasi, seperti telah disebutkan di 

atas serta notabene juga diawaki oleh personel-personel militer memiliki perhatian 

yang sangat kuat dalam mendorong proses profesionalisme TNI dan sekaligus 

menjadi sarana dalam penguatan kompetensi masyarakat sipil di bidang urusan-

urusan pertahanan negara dan militer serta menjadikannya sebagai bagian dari 

proses pembangunan the military mind yang berkorelasi dengan civil supremacy, 

sebagaimana telah dibahas dan didiskusikan sebelumnya. 

Menarik untuk didiskusikan, hubungannya dengan pranata demokrasi dalam 

upaya untuk membangun dan mengembangkan profesionalisme TNI, adalah 

pendirian Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang sebelumnya disebut sebagai 

Badan Koordinator Keamanan Laut (Bakorkamla) dengan Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Kemenkopolhukam 

sebagai salah satu pranata demokrasi di Indonesia, melalui regulasi yang 

diinisiasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Kelautan, mendorong terbentuknya suatu badan yang dapat mendukung aktivitas 

pengamanan laut nusantara yang begitu luas. Dimana selama ini menjadi salah 

satu tugas TNI Angkatan Laut. Merujuk pemikiran Smith (1776) yang menyatakan, 

bahwa tugas pertama dari suatu negara berdaulat adalah melindungi warga 

negaranya dari tindak kekerasan dan invasi dari negara lain, yang hanya dapat 

dilakukan oleh kekuatan militer.44 Hal tersebut dapat dimaknai, bahwa negara 

memerlukan militer dalam konteks pertahanan negara untuk melindungi bangsa, 

masyarakat atau populasinya. Selanjutnya, Smith menyatakan, bahwa pembinaan 

                                                      
44  Smith, Adam, (1776, 2009), An Inquiry into the Wealth of Nation. New York: Thrifty Books, hal. 

564. “The first duty of the sovereign, that of protecting the society from the violence and invasion 

of other independent societies, can be performed only by means of a military force. But the 

expense both of preparing this military force in time of peace, and of employing it in time of war, 

is very different in the different states of society, in the different periods of improvement.” 
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atau mempersiapkan kekuatan militer pada masa damai untuk dapat digunakan 

dalam rangka mengatasi konflik militer atau menggunakannya pada masa perang 

dilakukan dengan cara yang berbeda-beda oleh tiap-tiap negara.45  

Oleh karenanya melalui pembentukan atau pendirian Bakamla, TNI Angkatan 

Laut dapat lebih fokus pada tugas dan fungsi utamanya untuk membina 

kemampuan dan kekuatan bertempurnya untuk sewaktu waktu dapat diproyeksikan 

berdasarkan keputusan politik negara dan mengurangi aktivitasnya dalam urusan 

keamanan laut pada masa damai karena tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh 

Bakamla. Dimana secara prinsip, TNI Angkatan Laut tetap dapat melaksanakan 

peran, tugas, dan fungsi ke-Kamla-annya bersama-sama dengan Bakamla, namun 

dengan fokus yang lebih diarahkan sebagai fungsi dukungan serta sekaligus untuk 

menyiapkan Bakamla sebagai kekuatan pengganda (komponen cadangan) yang 

dapat didayagunakan pada masa perang. Hal tersebut tentunya sejalan dengan 

pemikiran Andreski,46 yang telah dibahas dan didiskusikan sebelumnya, bahwa 

militer yang tidak memiliki konflik atau perang dan/atau tidak diarahkan untulk 

menyiapkan dirinya (berlatih dan bertempur) dalam rangka mengahadapi konflik 

atau perang yang sesungguhnya, secara jangka panjang dapat tergoda untuk 

terlibat dalam urusan politik praktis. Oleh karena itu, jika kondisi tersebut tidak dapat 

dikelola dengan baik, maka akan bersifat kontra produktif, sehingga memberikan 

ruang kepada militer untuk dapat mengintervensi atau memberikan vetonya kepada 

sistem demokrasi serta justru berpotensi membahayakan proses transisi menuju 

demokrasi yang terkonsolidasi. 

Salah satu pranata demokrasi penting lainnya yang perlu didiskusikan, adalah 

pranata bidang perencanaan pembangunan dan pranata bidang perencanaan serta 

pengelolaan sektor keuangan dan anggaran negara. Menilik pendapat Smith 

sebelumnya, maka dapat dimaknai bahwa terdapat konsekuensi logis bagi negara 

dalam membangun dan mengembangkan angkatan bersenjata atau kekuatan 

militer yang sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan perkembangan lingkungan 

strategis. Kondisi tersebut dapat secara jelas dikorelasikan dengan perlunya 

memperhatikan pemenuhan kebutuhan anggaran pertahanan negara yang 

memadai untuk kesejahteraan prajurit, kaitannya dengan upaya untuk 

mengoptimalkan profesionalisme TNI. Mencermati pemenuhan kebutuhan 

                                                      
45   Ibid. 
46  Op.Cit. On the Peaceful Disposition of Military Dictatorships.  
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anggaran pertahanan Indonesia bersifat fluktuatif, namun tidak pernah melebihi 1% 

dari Gross Domestic Bruto atau Produk Domestik Bruto (GDP/PDB) tentunya masih 

jauh dari yang sepatutnya  dianggarkan untuk mewujudkan TNI yang profesional 

dalam alam transisi demokrasi yang sedang dibangun. 

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan anggaran pertahanan tahun 2022 

sebesar Rp. 134.1 triliun (9,3 miliar USD) ditengah perlambatan ekonomi  global 

yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19.47  Alokasi baru tersebut menurun sebesar 

2% dari anggaran pertahanan pada awal tahun 2021 sebesar Rp. 136,9 triliun, 

namun meningkat 12% dari alokasi yang direvisi untuk tahun ini sebesar Rp120,1 

trilyun. Anggaran pertahanan ini merupakan bentuk pengeluaran/pendanaan militer 

(military expenditure) tahun 2022 dan hanya 5% dari total pengeluaran Pemerintah 

untuk tahun ini atau sekitar 0,7% dari GDP/PDB.48 Peningkatan pada tahun 2022 

diatas pengeluaran yang direvisi pada tahun 2021 tersebut konsisten dengan upaya 

untuk program modernisasi, termasuk percepatan pengadaan Alat dan Peralatan 

Pertahanan (Alpalhankam), mempertahankan dan meningkatkan materiil yang ada 

serta meningkatkan infrastruktur militer sebesar Rp. 43,2 triliun, sementara 

pendanaan untuk pengeluaran dan kesejahteraan personel militer yang 

dialokasikan, adalah hanya sebesar Rp. 12 triliun, sedangkan sisanya dibagi untuk 

mendukung kegiatan operasi, investasi infrastruktur, penelitian dan 

pengembangan, dan lain sebagainya. 

 
Dalam konteks negara demokrasi, pendanaan militer merupakan salah satu 

isu penting yang berhubungan dengan kendali sipil atas militer. Pemenuhan 

kebutuhan anggaran pertahanan tersebut tentu saja perlu disesuaikan dengan 

kemampuan negara. Namun dengan memperhatikan bahwa Indonesia merupakan 

anggota G-20 dihadapkan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pokok TNI, 

perkembangan teknologi yang begitu pesat termasuk didalamnya teknologi 

Alutsista, dinamika perkembangan lingkungan strategis, serta yang berhubungan 

dengan upaya untuk mengoptimalkan profesionalisme TNI dalam rangka 

mendukung proses transisi menuju demokrasi yang terkonsolidasi di Indonesia, 

seyogianya Pemerintah dapat meningkatkan anggaran pertahanan pada kisaran 

1.5% s,d 2% GDP/PDB yang menjadi standar dunia atau Perserikatan Bangsa-

                                                      
47  Janes Defense News, Indonesia Sets 2022 Defence Budget at USD9.3 Billion, 25 August 2021. 
48   Ibid. 
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Bangsa (PBB) hendaknya mulai dirancang untuk direalisasikan guna 

keseimbangan pembangunan sektor keamanan dan sektor kesejahteraan. 

Jika dukungan anggaran pertahanan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka 

sebenarnya, DPR dan pemerintah telah melepaskan tanggung jawabnya untuk 

memelihara angkatan bersenjata dengan baik serta dapat mendorong TNI  untuk 

tidak mempercayai pengawasan dan kendali sipil.49 Dimana, hal inilah yang menjadi 

salah satu isu krusial yang berhubungan dengan terminologi bisnis militer TNI di 

masa lalu. Bisnis militer bukanlah merupakan hal baru dan unik.50 Pada umumnya, 

militer di berbagai negara, seperti Thailand, Pakistan, dan Brasil serta negara-

negara berkembang lainnya, militer memiliki hubungan atau berkaitan dengan 

aktivitas ekonomi.51 Namun ketika ekonomi negara mulai berkembang dan 

membaik, serta dukungan anggaran kepada militer oleh negara semakin 

meningkat, sehingga menjadikan militer semakin profesional, maka pada banyak 

studi kasus militer cenderung mengurangi dan bahkan menarik diri keluar dari 

aktifitasnya dan partisipasi langsung dalam urusan perekonomian dimaksud.52 

 Merujuk berbagai uraian di atas, dapat dipahami bahwa pranata demokrasi 

memliki peran sangat besar dalam mendorong dan mendukung serta 

mengoptimalkan profesionalisme TNI. Melalui diskusi dan pemahaman sebelumnya 

yang berhubungan dengan hubungan atau relasi antara profesionalisme militer dan 

konsolidasi demokrasi serta pemahaman pentingnya tata kelola peran pranata 

demokrasi untuk mengoptimalkan profesionalisme, selanjutnya terdapat urgensi 

untuk merumuskan dan menyusun wujud profesionalisme TNI yang implementatif 

dan aplikatif dalam mendukung terwujudnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. 

 
15. Profesionalisme TNI yang Mendukung Proses Konsolidasi Demokrasi. 

 
Salah satu permasalahan dalam mengoptimalkan profesionalisme TNI guna 

mendukung konsolidasi demokrasi adalah, bahwasannya dalam berbagai referensi 

dan diskusi pemahaman hubungan militer dengan demokrasi serta pemahaman 

                                                      
49   Pendapat Colonel (retired) Charles D. McFetridge, Alumni Sesko TNI dan mantan  U.S. Defense 

Attaché di Jakarta, Juni 2002, dalam Op.Cit. The Military and Democracy in Indonesia : 
Challenges, Politics, and Power, hal. 70. 

50  Op.Cit. The Military and Democracy in Indonesia : Challenges, Politics, and Power, hal. 70. 
51  Ibid. 
52  Ibid. 
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terhadap tata kelola peran dan keterlibatan pemangku kebijakan pranata demokrasi 

tidak banyak yang menyentuh aspek fundamental, utamanya yang berhubungan 

dengan individu TNI sebagai pengawak organisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2004 tentang TNI, telah tertuang prinsip-prinsip profesionalisme TNI 

dalam koridor demokrasi, bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan 

dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu 

pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan 

hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan 

dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. 

Dalam pasal-pasal selanjutnya juga telah diatur berbagai hal terkait profesionalisme 

TNI yang mendukung proses konsolidasi demokrasi. Tetapi secara akademis, 

Penulis memandang masih terdapat celah yang perlu dipayungi oleh regulasi ini. 

Utamanya yang berhubungan dengan implementasi pembagian peran dan 

tanggung jawab yang terkait dengan hak, kewajiban, serta peran prajurit TNI 

sebagai individu, sebagai warga negara, dan sebagai tentara profesional. Dimana 

selama ini, secara detail yang berhubungan dengan hal tersebut cenderung kurang 

menjadi perhatian, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor kunci strategis 

dalam rangka mengoptimalkan profesionalisme TNI guna mendukung proses 

konsolidasi demokrasi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pembagian Peran Prajurit Profesional yang Selaras  

(Complied) dengan Sistem Demokrasi.  

(Sumber: Adaptasi Penulis) 

Peran dan tanggung jawab 
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 Jatidiri prajurit TNI adalah sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara 

nasional, dan tentara profesional yang tercermin dalam pola pikir dan pola 

tindaknya. Bagaimana menjamin terwujudnya implementasi jatidiri prajurit TNI yang 

selaras dan sejalan dengan sistem demokrasi serta terintegrasi dengan sistem 

demokrasi yang diharapkan, serta tidak lagi kembali terjerumus (pasca proses 

transisi demokrasi) dalam kecenderungan yang sebaliknya (anti demokrasi) atau 

bahkan kembali mendukung sistem autotarian. Jatidiri prajurit TNI sebagai tentara 

rakyat akan sangat terkait dengan hubungan antara TNI dengan negara dan 

masyarakat. Adapun jatidiri prajurit TNI sebagai tentara pejuang dan tentara 

nasional dalam sistem demokrasi akan berhubungan dengan loyalitasnya pada 

negara dan bangsa diatas segalanya. Sedangkan jatidiri prajurit TNI sebagai tentara 

profesional, tentunya akan sangat terkait dengan kompetensi dan profesinya 

sebagai instrument negara dengan tugas pokok menjamin kepentingan nasional 

Indonesia yang utamanya adalah menjamin kedaulatan bangsa, integritas teritorial, 

dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman terhadapnya. 

 Sebagaimana telah disinggung dengan merujuk pendapat Smith pada diskusi 

dan pembahasan sebelumnya,53 terdapat konsekwensi logis bagi negara dalam 

membina dan mengembangkan angkatan bersenjatanya. Dimana dalam konteks 

negara demokrasi, terdapat kewajiban negara untuk menjamin hak prajurit yang 

sama dengan setiap warga negara lainnya. Disamping kewajibannya kepada 

negara dan bangsa, hak prajurit dimaksud juga dapat dibatasi untuk menghindari 

konflik kesetiaan individu atau loyalitasnya kepada kelompok, institusi militer atau 

negara, maupun terhadap sistem hirarki dalam jenjang rantai komando yang 

menjadi bagian dari sistem organisasi dan budaya militer dalam rangka 

menyeimbangkan hak yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawabnya 

selaku individu terhadap negara.  

 Keseimbangan antara hak yang terkait dengan peran dan tanggung jawabnya 

sebagai individu yang merdeka, sebagai warga negara, dan sebagai prajurit 

profesional ini, pada banyak diskusi dan pembahasan tentang militer dan demokrasi 

atau hubungan sipil dan militer seringkali dilupakan. Padahal, penulis sangat 

berkeyakinan, bahwa aspek tersebut merupakam salah satu faktor penting dan 

                                                      
53  Op.Cit. An Inquiry into the Wealth of Nation, hal. 564. 
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utama dalam membina serta mengembangkan keprofesionalan militer dalam sistem 

demokrasi. Berbagai pengalaman dan peristiwa di berbagai belahan dunia, baik 

yang terjadi di masa lampau maupun saat ini, menunjukkan bahwa keseimbangan 

hak-hak prajurit yang sebagian besar melekat secara asasi dalam dirinya memiliki 

urgensi untuk dapat dikelola dengan baik. Kegagalan mengelola keseimbangan 

hak-hak prajurit dimaksud dapat ditafsirkan sebagai pengingkaran dari prinsip-

prinsip demokrasi itu sendiri. 

 Sejarah panjang eksploitasi militer untuk kepentingan politik rezim autotarian 

oleh negara-negara seperti Jerman yang kemudian menjadi pemicu 2 (dua) Perang 

Dunia (I dan II) serta Jepang yang memicu Perang Pasifik merupakan suatu 

pelajaran berharga. Hal tersebut, utamanya adalah yang berhubungan dengan 

bagaimana kemudian negara-negara tersebut membangun ulang dan 

mengembangkan angkatan bersenjatanya yang selaras dengan sistem demokrasi 

yang kemudian dianutnya dhi. khususnya negara Jerman. Setelah mengobarkan 2 

(dua) Perang Dunia, pasca kekalahannya, melalui pengawasan pihak Sekutu, 

Jerman kemudian mulai merekonstruksi struktur dan sistem angkatan 

bersenjatanya agar sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pengembangan 

doktrin militernya, khususnya yang berhubungan dengan pembinaan prajuritnya 

kemudian diarahkan terintegrasi dengan sistem demokrasi dan masyarakatnya 

dengan konsep “Warga Negara Berseragam” (Citizen in Uniform). Hal tersebut 

dimaksudkan agar prajurit-prajuritnya senantiasa dapat mengingat, bahwa 

jatidirinya adalah militer profesional dan sekaligus merupakan individu yang 

memiliki tanggung jawab moral sebagai warga negara dan lingkungannya. Sebagai 

warga negara melekat kepadanya hak dan kewajiban yang sama serta tidak ada 

pembedaan dengan warga negara lainnya, kecuali ketika ia sedang melaksanakan 

kewajibannya sebagai prajurit profesional atau pada masa perang, sesuai dengan 

regulasi yang menjadikannya sebagai subyek dari regulasi tersebut. 

 Dalam konteks Indonesia, keseimbangan peran dan tanggung jawab prajurit 

sebagai individu yang merdeka, sebagai warga negara, dan sebagai prajurit 

profesional ini seakan luput dari proses Security Sector Reform (SSR) serta belum 

diatur atau menjadi basis perumusan berbagai kebijakan dan regulasi yang 

berhubungan dengan TNI. Dengan tidak adanya perwakilan yang dapat 

menyuarakan kepentingan prajurit-prajurit TNI secara langsung dan komprehensif 
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dalam sistem demokrasi Indonesia yang sedang dibangun, maka secara otomatis 

nasib seluruh prajurit TNI mutlak hanya bergantung kepada kebijakan negara dan 

kepemimpinan TNI. Padahal sebagaimana didiskusikan sebelumnya terdapat hak-

hak prajurit yang melekat kepadanya sebagai individu yang merdeka, sebagai 

warga negara yang sama dengan warga negara lainnya, serta hak sebagai prajurit 

profesional yang perlu secara tegas dijamin dan dilindungi oleh sistem demokrasi. 

Hal tersebut, menempatkan prajurit TNI pada posisi yang rentan akan ekploitasi 

yang dapat bermuara kepada konflik kesetiaan individu atau loyalitasnya kepada 

kelompok, institusi militer atau negara, maupun terhadap sistem hirarki dalam 

sistem rantai komando yang menjadi bagian dari sistem organisasi dan budaya 

militer.   

 Menilik kembali pendapat Diamond pada diskusi dan pembahasan 

sebelumnya, bahwa dalam demokrasi harus terdapat banyak saluran bagi 

masyarakat atau publik untuk mengekspresikan kepentingan dan preferensi 

mereka, tidak hanya guna mempengaruhi kebijakan, tetapi juga dalam rangka 

memantau dan memastikan pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan negara.54 

Namun, tidak demikian halnya dengan prajurit-prajurit TNI. Selain adanya 

pembatasan hak konstituen atau hak elektoral untuk dapat memilih perwakilannya, 

maka pasca penarikan perwakilan TNI dari DPR RI pada tahun 2004 tidak diikuti 

dengan pembentukan pranata demokrasi yang dapat menjadi jembatan dan wadah 

bagi kepentingan prajurit-prajurit TNI, kaitannya dengan hak atau peran dan 

tanggung jawabnya sebagai individu yang merdeka, sebagai warga negara yang 

memiliki kedudukan serta hak yang setara dengan warga negara lainnya, dan 

sebagai prajurit atau tentara profesional. Oleh karenanya dapat dikatakan, bahwa 

negara belum sepenuhnya hadir dalam memperjuangkan hak-hak prajurit-prajurit 

TNI yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawabnya.  

 Memperhatikan berbagai diskusi dan pembahasan di atas, berdasarkan 

berbagai teori dan referensi serta literatur terkait, penulis berpendapat bahwa 

profesionalisme TNI yang sejalan, dan dapat mendukung proses konsolidasi 

demokrasi di Indonesia dapat dibangun, dikembangkan, dan diarahkan melalui 

pokok-pokok pemikiran, diantaranya sebagai berikut: 

 

                                                      
54  Op.Cit. Developing Democracy: Toward Consolidation, hal. 219. 



45 
 

 

 

a. Dalam merumuskan berbagai kebijakan pertahanan negara dan regulasi 

yang berhubungan dengan prajurit TNI terdapat urgensi untuk menerapkan 

prinsip-prinsip demokrasi dengan memperhatikan keseimbangan antara hak 

atau peran dan tanggung jawabnya sebagai individu yang merdeka, sebagai 

warga negara yang memiliki kedudukan serta hak yang setara dengan warga 

negara lainnya, dan sebagai prajurit atau tentara profesional; 

 
b. Profesionalisme TNI harus diarahkan melalui program-program 

pendidikan tentang prinsip-prinsip demokrasi serta kewajiban untuk 

menjadikannya sebagai bagian dari mata pelajaran wajib di setiap program 

pendidikan pembentukan dan pengembangan reguler di lingkungan TNI dan 

Angkatan. Program-program pendidikan tentang prinsip-prinsip demokrasi 

dimaksud, utamanya diarahkan untuk membangun pemahaman secara 

komprehensif tentang keseimbangan antara hak dan kewajibannya yang 

berhubungan dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai individu yang 

merdeka, sebagai warga negara yang memiliki kedudukan serta hak yang 

setara dengan warga negara lainnya, dan sebagai prajurit atau tentara 

profesional.  

 Melalui pendidikan demokrasi ini diharapkan dapat dibangun secara 

kritis sebuah faktor moral untuk selalu melakukan proses analisis bagi 

pimpinan dalam memberikan perintahnya, maupun bawahan dalam menerima 

perintah dalam rangka menghindari penyalahgunaan wewenang dan 

tanggung jawab yang berhubungan dengan hak-haknya sebagai profesional, 

hak-haknya sebagai warga negara dan/atau hak-haknya sebagai individu. 

Moral faktor dimaksud, adalah dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan 

mendasar secara gradasi, berupa: (1) apakah perintah yang diberikan atau 

diterima tidak bertentangan dengan kewajiban, tugas, dan fungsinya; (2) 

apakah perintah yang diberikan atau diterima tidak bertentangan dengan 

keyakinan atau norma baku yang berlaku secara umum serta dapat diterima 

oleh masyarakat luas; (3) apakah perintah yang diberikan atau diterima 

berpotensi merugikan kepentingan negara dan bangsa; (4) apakah perintah 

yang diberikan atau diterima berpotensi mencemarkan atau merugikan nama 

baik organisasi; (5) apakah perintah yang diberikan atau diterima berpotensi 
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merugikan kepentingan kepentingan masyarakat dan lingkungannya; (6) 

apakah perintah yang diberikan atau diterima berpotensi membahayakan 

kepentingan dirinya dan keluarganya?  

 Melalui analisis yang terkait dengan moral faktor ini, maka semestinya 

dapat dihindari berbagai penyalahgunaan wewenang yang bertentangan 

dengan koridor demokrasi. Sebagaimana terjadi pada berbagai kasus berupa 

perintah pembunuhan oleh atasan terhadap bawahan, seperti pada peristiwa 

tabrak lari di jalur Nagrek, Kabupaten Bandung beberapa waktu yang lalu atau 

dengan menggunakan kasus perintah pembunuhan oleh atasan terhadap 

bawahan pada kasus Brigadir Joshua yang sedang menjadi pembicaraan 

publik saat ini. Analisis moral faktor juga menjadi bagian dari pendidikan 

demokrasi di Jerman yang dikembangkan agar tidak terjadi eksploitasi 

loyalitas yang dilakukan secara membabi-buta, sehingga menghasilkan 2 

(dua) Perang Dunia; 

 
c. Profesionalisme TNI harus didorong untuk diletakkan pada upaya-upaya 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam konteks focus organization 

dengan mempertimbangkan bidang keahlian dan kompetensi individu-individu 

pengawak organisasinya serta upaya untuk membangun military mind; 

 
d. Profesionalisme TNI perlu diarahkan melalui upaya penempatan prajurit 

dengan pemberatan pada tugas-tugas yang menjadi kompetensi inti (core 

competencies) dan profesinya, serta didukung program-program pendidikan 

dan pelatihan terkait dalam rangka peningkatan kompetensi dan 

profesionalitasnya. Hal tersebut dapat dilakukan, melalui penataan sistem 

komposisi penempatan dan tata kelola karir, jabatan serta profesi dengan 

komposisi 60% pada satuan-satuan operasi, 20% pada satuan-satuan staf 

perencanaan dan pendukung, dan 20% pada satuan-satuan pendidikan 

dengan pola rotasi tour of area dan tour of duty secara seimbang; 

 
e. Prajurit TNI pada prinsipnya juga merupakan warga negara yang 

memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Pada kondisi tertentu, 

terkait dengan kompetensi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan melekat 

pada individu sesuai dengan kebutuhan negara dan pemerintah, maka 
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seyogianya prajurit-prajurit TNI memiliki kesempatan untuk menduduki 

jabatan-jabatan publik pada K/L pemerintah sesuai dengan kebutuhannya 

melalui mekanisme yang diatur dengan undang-undang, seperti melepaskan 

identitas atau status militernya (baik yang bersifat sementara maupun tetap) 

sebelum menduduki jabatan-jabatan pada K/L pemerintah sesuai dengan 

kebutuhannya tersebut.  

 Jika merujuk pendapat Johnson yang didukung oleh Shills, Nye, dan 

Janowitz sebelumnya, bahwa keterlibatan militer dalam politik (dhi. menduduki 

jabatan-jabatan publik di K/L pemerintah) tidak selalu dapat dipandang 

sebagai hal yang non demokratis tetapi juga bisa menjadi atau merupakan hal 

yang baik, khususnya bagi negara-negara ketiga atau negara-negara 

berkembang, utamanya dalam membangun fondasi atau landasan 

demokrasi.55 Hal tersebut diantaranya, adalah karena militer pada umumnya 

merupakan agen perubahan dan kemajuan (modernisasi) dalam konteks 

orientasi nilai (value) maupun dalam perspektif organisasi yang dijumpai pada 

banyak studi kasus di negara-negara ketiga atau negara-negara berkembang; 

 
f. Profesionalisme TNI adalah, profesionalisme yang didukung dalam hal 

kebutuhan pembangunan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi serta 

profesinya oleh negara. Sebagai bagian dari tanggung jawab negara, melalui 

dukungan anggaran pertahanan yang memadai (ideal), termasuk dukungan 

jaminan kesejahtaraan bagi prajurit dan dan keluarganya dan kepatuhan TNI 

terhadap seluruh aturan perundangan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan 

dalam rangka membentuk military mind, serta profesionalisme TNI yang 

sejalan dengan koridor negara demokrasi; 

 
g. Military mind dalam konteks profesionalisme TNI adalah dengan 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat sipil dalam 

membangun dan mengembangkan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitasnya 

dalam berbagai urusan pertahanan negara dan militer (defense and military 

affairs), sehingga dapat berkiprah dan menduduki jabatan-jabatan strategis 

                                                      
55   Op.Cit The Role of the Military in Underdeveloped Countries dan The Military and Politics and 

Modern Times: On Professionals, Praetorians and Revolutionary Soldiers, hal. 297.. 
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sesuai dengan kebutuhannya pada organisasi bidang pertahanan di K/L terkait 

(seperti di Kementerian Pertahanan, dll.);  

 
h. Profesionalisme militer dalam sistem demokrasi harus didukung hadirnya 

pranata demokrasi dalam bentuk kelembagaan publik yang dapat menampung 

serta menyalurkan atau menyuarakan kepentingan individu-individu prajurit-

prajurit TNI secara langsung sebagai bagian dari public maupun parliamentary 

oversight yang bersifat independen. 

 
Demokrasi merupakan proses yang berkelanjutan (never ending process),56  

Dalam prosesnya sangat disadari, bahwa terdapat beberapa tantangan dalam 

mewujudkan profesionalisme TNI yang sejalan dengan proses konsolidasi 

demokrasi di Indonesia. Dari berbagai diskusi dan pembahasan di atas, pada 

gilirannya juga dapat dirumuskan dan disusun beberapa indikator profesionalisme 

TNI dalam proses transisi demokrasi, diantaranya: 

 

a. Diakomodasikannya program-program pendidikan serta telah 

terdiseminasinya prinsip-prinsip demokrasi dengan memasukkannya dalam 

kurikulum pendidikan TNI sebagai bagian dari mata pelajaran wajib di setiap 

program pendidikan pembentukan dan pengembangan reguler di lingkungan 

TNI dan Angkatan. 

 

b. Adanya pranata demokrasi dalam bentuk kelembagaan publik berupa 

Komisi TNI yang dapat menampung serta menyalurkan atau menyuarakan 

kepentingan individu-individu prajurit-prajurit TNI secara langsung, sebagai 

bagian dari public maupun parliamentary oversight yang bersifat independen 

serta sebagai saluran yang mendukung proses pembinaan profesionalisme 

militer dalam sistem demokrasi. 

 

c. Dilakukannya revisi Undang-Undang TNI yang di dalam pasal-pasalnya 

mengakomodir secara eksplisit tentang pemisahan hak atau peran dan 

tanggung jawab prajurit sebagai individu yang merdeka, sebagai warga 

negara yang memiliki kedudukan serta hak yang setara dengan warga negara 

lainnya, dan sebagai militer profesional. 

                                                      
56  Op.Cit. Developing Democracy: Toward Consolidation. 
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d. Adanya regulasi yang mengatur masa transisi Pemimpin Tinggi TNI 

(utamanya Panglima TNI) sebelum dapat berpolitik praktis, khususnya dalam 

pencalonannya sebagai Pemimpin Nasional (Presiden dan Wakil Presiden) 

 

e. Berkurangnya prajurit TNI yang berdinas di K/L dan semakin 

terpenuhinya pengawakan organisasi TNI dengan komposisi 90% mengawaki 

organisasi-organisasi TNI dan hanya 10% yang berdinas di K/L terkait 

sebagaimana diataur dalam undang-undang. Di sisi lain, telah terumuskan dan 

tersusunnya jabatan-jabatan strategis serta kompetensi yang diperlukan 

dalam rangka mendukung proses penguatan masyarakat sipil dengan 

memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat sipil profesional dan 

memiliki kompetensi dalam bidang pertahanan negara untuk berkarir dan 

menduduki jabatan-jabatan strategis di berbagai kementerian yang 

berhubungan dengan defense and military affairs. 

 

f. Dialokasikannya dukungan anggaran pertahanan oleh pemerintah dan 

DPR RI yang merujuk rekomendasi PBB sebesar 2% dari GDP/PDB yang 

diantaranya dialokasikan untuk mendukung proses membentuk military mind, 

serta profesionalisme TNI yang sejalan dengan koridor negara demokrasi. 

 
 Selanjutnya, dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi untuk 

mengoptimalkan profesionalisme TNI guna mendukung konsolidasi demokrasi, 

subyek harus dapat menghilangkan atau meminimalisir celah dari obyek 

permasalahan yang dirumuskan melalui metode-metode yang disusun dengan 

menggunakan beberapa pendekatan yang bersifat aplikatif agar dapat dijabarkan 

dan diimplementasikan kedalam berbagai upaya yang relevan. Upaya untuk 

mengoptimalkan profesionalisme TNI guna mendukung konsolidasi demokrasi 

melalui pemahaman substantif hubungan militer yang profesional dengan 

demokrasi, tata kelola peran pranata demokrasi, serta melalui perumusan dan 

penyusunan profesionalisme TNI yang mendukung proses konsolidasi demokrasi 

secara aplikatif agar dapat dijabarkan dan diimplementasikan ke dalam berbagai 

upaya yang relevan, dapat diresumekan dengan menggunakan analisis PEST pada 

Tabel 1, dan SWOT pada Tabel 2 di bawah ini. Analisis SWOT dirumuskan dan 

disusun dengan menggunakan pendekatan strategis yang mengombinasikan 
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people-process-equipment dan ends-means-ways untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik dari sudut pandang atau perspektif proses konsolidasi 

demokrasi, profesionalisme TNI, dan pranata demokrasi.  

 People akan berhubungan atau merepresentasikan Prajurit TNI sebagai 

individu yang merdeka; sebagai warga negara yang bertanggung jawab serta 

memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya; 

serta sebagai prajurit profesional yang kompeten di bidang yang menjadi peran, 

tugas, fungsi, dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Process akan berkaitan atau 

merepresentasikan kebutuhan edukasi dalam rangka merubah dan mengikis 

budaya serta mindset autokratik yang dapat mencederai proses transisi demokrasi. 

Pada saat bersamaan, process juga berfungsi memberikan dukungan dalam rangka 

menguatkan keyakinan guna menepis potensi kerentanan dalam proses transisi 

demokrasi (fragile democracy), sehingga secara optimal akan mendukung proses 

menuju demokrasi yang terkonsolidasi.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pendekatan strategis yang mengombinasikan people-process-

equipment dengan ends-means-ways. 

  

Prajurit TNI 
(People/Ends) 

PROFESI- 
ONALISME 

TNI 
Pranata 

Demokrasi 
(Equipment/ 

Means) 

Edukasi 
Demokrasi 
(Process/ 

Ways) 

Tentara Rakyat 
(Prajurit Profesional yang sadar  

akan akan peran dan  
tanggung jawabnya sebagai  

individu yang merdeka, 
bermoral, teredukasi, dan tidak 

rentan terhadap ekploitasi di luar 
tugas dan fungsinya sebagai 

Prajurit Sapta Marga) 

Tentara Pejuang 
(Prajurit Profesional yang 
militan sereta kompeten 

di bidangnya) 

Tentara Nasional 
(Prajurit Profesional yang sadar akan perannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab 

serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya) 
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 Equipment akan erat kaitannya dengan kebutuhan pranata demokrasi yang 

dapat menghasilkan regulasi sebagai payung hukum serta kebutuhan institusi atau 

organisasi yang dapat menjadi jembatan perantara guna mengakomodasi 

kepentingan dan kebutuhan saluran demokrasi yang berhubungan dengan people. 

Adapun Ends-Means-Ways merupakan bagian dari upaya proses pencapaian 

dalam mewujudkan profesionalisme TNI secara optimal untuk mendukung 

konsolidasi demokrasi melalui suatu langkah atau cara (ways) dengan 

menggunakan daya, sarana, dan prasarana (means) guna mencapai suatu sasaran 

(ends) berdasarkan skala prioritas terhadap sasaran yang ingin dicapai.  
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Tabel 1. Analisis PEST (Political, Economical, Socio-Cultural, dan Technological).57 
POLITICAL (POLITIK) ECONOMICS (EKONOMI) 

 

 Telah banyak upaya yang dilakukan dalam rangka penguatan pranata-
pranata demokrasi di Indonesia.  

 

 Berbagai pranata demokrasi yang ada, telah semakin mampu menjadi faktor 
pendorong perubahan menuju TNI yang semakin profesional serta comply 
atau sejalan dengan proses transisi menuju demokrasi yang terkonsolidasi. 

 

 Meningkatnya pemahaman politik masyarakat serta semakin tingginya 
pemahaman terhadap sistem demokrasi yang lebih dari sekedar demokrasi 
elektoral telah membantu terwujudnya pranata demokrasi yang berfungsi 
dalam hal mengakselerasi penanganan perkara pidana militer (konektifitas), 
sehingga lebih  mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, memberikan 
kepastian hukum, serta berorientasi pada kemanfaatan hukum itu sendiri. 

 

 

 Indonesia merupakan 20 besar kekuatan ekonomi global. 
 

 Pertumbuhan perekonomian nasional memiliki interelasi dan 
interdependensi dengan stabilitas keamanan nasional secara umum. 
Pencapaian dan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif serta 
mampu dikelola dengan baik, sebagaimana pada saat terjadinya krisis 
(ekonomi, pandemi, pelambatan ekonomi global, tingginya inflasi 
akibat perang Rusia-Ukraina) akan semakin menguatkan keyakinan 
akan sistem demokrasi. 

 

 Ekonomi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 
upaya mengoptimalkan TNI profesional yang mendukung proses 
transisi menuju demokrasi yang terkonsolidasi. 

 

SOCIO-CULTURAL (SOSIAL – BUDAYA) TECHNOLOGY (TEKNOLOGI) 
 

 Pasca reformasi 1998, masyarakat Indonesia semakin memiliki keyakinan 
akan sistem demokrasi. 

 

 Terdapat peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya 
pranata dan mekanisme demokrasi sebagai saluran bagi masyarakat atau 
publik untuk mengekspresikan kepentingan dan preferensi mereka, tidak 
hanya dalam hal kebijakan, tetapi juga dalam rangka memantau dan 
memastikan pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan negara secara 
demokratis. 

 

 Terdapat adanya peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia, 
bahwasannya urusan militer tidak lagi hanya menjadi hak eksklusif TNI, 
namun juga merupakan bidang-bidang yang secara kompeten perlu 
dipahami secara komprehensif oleh masyarakat sipil. Hal tersebut dapat 
membantu percepatan proses transformasi profesionalisme TNI yang selaras 
dengan proses transisi menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia. 

 

 Perkembangan teknologi terkini, utamanya TIK dengan platform 
Internet yang didukung berbagai aplikasi sosial media telah sangat 
mendukung, khususnya sebagai sarana  dilaksanakannya berbagai 
kebutuhan pengawasan dan pengendalian serta rekam jejak. 
 

 TIK dapat dieksploitasi untuk mendukung pengawasan kelembagaan 
oleh pranata demokrasi maupun oleh masyarakat luas terhadap 
kinerja dan berbagai aktivitas dalam rangka mendorong serta 
mewujudkan TNI profesional yang mendukung proses transisi menuju 
konsolidasi demokrasi di Indonesia. 

 

 TIK di era post-truth ini dapat menjadi salah satu faktor yang 
berpengaruh terhadap upaya mengoptimalkan TNI profesional yang 
mendukung proses transisi menuju demokrasi yang terkonsolidasi. 

 

                                                      
57  Adaptasi Penulis. 
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STREGTH (KEKUATAN) OPPORTUNITY (PELUANG) 

 

 Proses Konsolidasi Demokrasi 
 

Transisi demokrasi Indonesia yang didukung oleh TNI/militer, telah 

berkembang menuju proses konsolidasi dan semakin kuat dan terbukti 

dapat menyikapi berbagai isu-isu pembangunan nasional.  
 

 Profesionalisme TNI 
 

Profesionalisme TNI tidak hanya mendapatkan dukungan dari aktor-aktor 

eksternal, tetapi juga didukung kesadaran secara internal untuk melakukan 

transformasi yang comply dengan sistem demokrasi. 
 

 Pranata Demokrasi 
 

Dalam hubungan sipil-militer, akan semakin terdapat kontrol sipil yang lebih 

efektif terhadap militer melalui pengawasan dan kendali yang lebih baik 

atas urusan militer melalui pranata demokrasi. 
 

 

 Proses Konsolidasi Demokrasi 
 

Reformasi militer telah memberikan ruang bagi peningkatan kendali 

pemerintahan sipil terhadap TNI, sehingga semakin mengesampingkan 

pemikiran tentang aktor veto dalam proses transisi menuju konsolidasi 

demokrasi. 
 

 Profesionalisme TNI 
 

Terdapat upaya-upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan 

(Alpalhankam) TNI dan kesejahteraannya dalam rangka membentuk 

military mind dan mengoptimalkan profesionalisme TNI. 
 

 Pranata Demokrasi 
 

Terdapat upaya-upaya berkelanjutan dan dukungan masyarakat yang 

kuat terhadap proses penguatan kelembagaan/pranata demokrasi dalam 

rangka profesionalisme TNI. 
. 

   WEAKNESSES (KELEMAHAN) THREATS (ANCAMAN) 
 

 Proses Konsolidasi Demokrasi 
 

Masih terdapat upaya kontra produktif yang berupaya menarik kembali TNI 

dalam ranah politik praktis.  
 

 Profesionalisme TNI 
 

Peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia, bahwasannya urusan 

militer tidak hanya menjadi hak eksklusif TNI masih belum optimal. Di sisi 

lain, masih terdapat berbagai permasalahan di lingkungan pemerintahan 

yang kontra produktif dengan upaya pembentukan military mind dan 

profesionalisme TNI. 
 

 Pranata Demokrasi 
 

Belum terdapat “mekanisme komprehensif” dalam mengatur proses 

penempatan prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan-jabatan sipil 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (Pasal 47 UU TNI/2004). 

 

 Proses Konsolidasi Demokrasi 
 

Pembangunan military mind dan profesionalisme TNI masih terus 

berproses sejalan dengan proses transisi menuju konsolidasi demokrasi, 

sehingga masih terdapat kekhawatiran terhadap “veto aktor”.  
 

 Profesionalisme TNI 
 

Dukungan terhadap upaya profesionalisme TNI perlu ditingkatkan, 

termasuk aspek kesejahteraannya. Kurangnya dukungan dapat 

berpengaruh terhadap proses pembangunan military mind dan 

profesionalisme TNI dalam konteks defect democracy.  
 

 Pranata Demokrasi 
 

Pranata demokrasi seperti di Kemhan, dll belum memberikan ruang yang 

cukup bagi ASN untuk menangani urusan Hanneg secara komprehensif. 

Tabel 2. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat).  
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Untuk mendapatkan strategi optimalisasi yang aplikatif, hasil analisis PEST dan SWOT di atas perlu dilengkapi dengan tabel 

Intemal Factor Analisys Summary (IFAS) dan tabel External Factor Analisys Summary (EFAS) sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Intemal Factor Analisys Summary (IFAS). 

FAKTOR BOBOT RATING 
BOBOT X 
RATING 

KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

Strengths (Kekuatan) 
 

1. Militer mendukung proses transisi menuju 
konsolidasi demokrasi. 

 

 
2. Komitmen kuat untuk melakukan proses 

reformasi dan transformasi internal TNI. 
 
 
 

3. Upaya kuat untuk menjadi focus 
organization. 

 

 
0,25 

 
 
 

0,15 
 
 
 

0,10 

 

 
4 
 
 
 

4 
 
 
 

4 

 

 
1 
 
 
 

0,60 
 
 
 

0,40 

 

 
Keamanan nasional semakin kuat dan stabil, 
terbukti dapat menyikapi berbagai isu-isu 
pembangunan nasional. 
 

Adanya kesadaran internal untuk melakukan 
transformasi yang comply dengan sistem 
demokrasi. 
 

Meningkatnya kesadaran internal akan 
kebutuhan military mind dan profesionalisme 
TNI. 

Weakness (Kelemahan) 
 

1. Undang-Undang TNI belum secara 
komprehensif mengatur pemisahan hak atau 
peran dan tanggung jawab prajurit TNI. 

 

2. Pemahaman peran militer dalam demokrasi 
belum komprehensif (masih berproses). 

 

 
 

 
 

0,25 
 
 
 

0,15 
 
 
 

 

 
 

4 
 
 

 
 

3 
 
 
 

 

 
 

1 
 
 
 

0,45 
 
 
 

 

 
 

Prajurit TNI rentan terhadap eksploitasi 
kepentingan. 

 
 

Program-program pendidikan tentang prinsip-
prinsip demokrasi dalam proses diseminasi 
melalui kurikulum pendidikan TNI sebagai 
bagian dari mata pelajaran wajib pada setiap 
program pendidikan pembentukan dan  
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1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 

3. Belum adanya mekanisme nasional 

(regulasi) yang mengatur masa transisi 

Pemimpin Tinggi TNI (utamanya Panglima 

TNI) sebelum dapat berpolitik praktis. 

 
 
 
 
 

0,10 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

0,10 

 

pengembangan reguler di lingkungan 
TNI/Angkatan. 

 

Kontra produktif dan menguat dalam proses 
serta aktivitas elektoral demokrasi dan dapat 
memengaruhi netralitas TNI. 

 

T o t a l 1,00  3,55  

 

Tabel 4. External Factor Analisys Summary (EFAS). 

FAKTOR BOBOT RATING 
BOBOT X 
RATING 

KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

Opportunities (Peluang) 
 

1. Menguatnya kendali pemerintahan sipil 
terhadap militer. 

 

 
2. Dukungan modernisasi Alpalhankam. 

 
 
 

3. Adanya proses penguatan 
kelembagaan/pranata demokrasi yang 
mendukung profesionalisme TNI. 

 

 
0,25 

 
 
 

0,20 
 
 
 

0,05 

 

 
4 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

 

 
1 
 
 
 

0,50 
 
 
 

0,10 

 

 
Berkurangnya kekhawatiran terhadap militer 
sebagai aktor veto dalam proses transisi 
menuju konsolidasi demokrasi. 
 

Merupakan salah satu upaya untuk 
membentuk military mind dan mengoptimalkan 
profesionalisme TNI. 

 
Terdapat upaya-upaya berkelanjutan dan 
dukungan masyarakat yang kuat terhadap 
proses penguatan kelembagaan/pranata 
demokrasi dalam rangka profesionalisme TNI. 
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1 2 3 4 5 

Threats (Kendala) 
 

1. Pembangunan military mind dan 
profesionalisme TNI masih dibayangi 
kekhawatiran militer sebagai aktor Veto. 
 

2. Anggaran Pertahanan belum sepenuhnya  
mendukung proses transformasi militer 
dalam transisi menuju konsolidasi 
demokrasi. 

 
Masih rendahnya upaya dan kesempatan 

kepada masyarakat sipil untuk berkiprah dalam 

urusan Hanneg. 

0,05 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 

0,20 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

 
2 

0,05 
 
 
 

0,40 
 
 

 
 

0,50 

Memerlukan komitmen kuat dan konsistensi 
dalam pelaksanaannya. 

 
 

Pranata demokrasi seperti di Kemhan, dll 
belum memberikan ruang yang cukup bagi 
ASN untuk menangani urusan Hanneg 
secara komprehensif. 
 
Anggaran pertahanan merupakan salah 
satu faktor penting dalam mewujudkan dan 
mendukung proses pembentukan military 
mind, serta profesionalisme TNI yang 
sejalan dengan koridor negara demokrasi. 
 

T o t a l 1,00  2,55  
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              IFAS 
 
 
 

 
          
       EFAS 

Strenghts (S) 
 

1. Militer mendukung proses transisi menuju 
konsolidasi demokrasi. 

 

2. Komitmen kuat melakukan proses reformasi 
dan transformasi internal TNI. 

 

3. Upaya kuat untuk menjadi focus 
organization.  

 

Weakness (W) 
 

1. Undang-Undang TNI belum secara komprehensif 
mengatur pemisahan hak atau peran dan 
tanggung jawab prajurit TNI. 
 

2. Pemahaman peran militer dalam demokrasi 
belum komprehensif (masih berproses). 
 

3. Belum adanya mekanisme nasional (regulasi) 
yang mengatur masa transisi Pemimpin Tinggi 
TNI (utamanya Panglima TNI) sebelum dapat 
berpolitik praktis. 

 

Opportunities (O) 
 

1. Menguatnya kendali 
pemerintahan sipil 
terhadap militer. 

 

2. Dukungan 
modernisasi 
Alpalhankam. 
 

3. Adanya proses 
penguatan 
kelembagaan/pranata 
demokrasi yang 
mendukung 
profesionalisme TNI. 

 

 

Strategi  S-O 
 

1. Dukungan militer terhadap proses transisi 
menuju konsolidasi demokrasi melalui 
penguatan otoritas sipil. 

 

2. Komitmen kuat melakukan proses reformasi 
dan transformasi internal TNI yang didukung 
penguatan kompetensi sebagai militer 
profesional melalui modernisasi 
Alpalhankam. 

 

3. Upaya untuk membangun TNI sebagai 
organisasi yang fokus kepada tugas pokok 
dan fungsi utamanya yang diiringi proses 
penguatan kelembagaan/pranata demokrasi 
yang mendukung profesionalisme TNI   

 

 

Strategi  W-O 
 

1. Revisi Undang-Undang TNI yang 
mengakomodasi mengatur pemisahan hak atau 
peran dan tanggung jawab prajurit TNI serta 
penguatan kendali otoritas sipil dalam koridor 
demokrasi. 

 

2. Mendorong terwujudnya pemahaman peran 
militer dalam demokrasi secara komprehensif 
yang diiringi proses penguatan kompetensi militer 
dengan dukungan modernisasi Alpalhankam, 

 

3. Mendorong terwujudnya mekanisme nasional 
(regulasi) yang mengatur masa transisi Pemimpin 
Tinggi TNI (utamanya Panglima TNI) sebelum 
dapat berpolitik praktis.melalui proses penguatan 
kelembagaan/pranata demokrasi yang 
mendukung profesionalisme TNI. 

Tabel 5. Analisa Strategi SWOT 

Stretegi Analysis 
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Threats (T) 
 

1. Pembangunan military 
mind dan 
profesionalisme TNI 
masih dibayangi 
kekhawatiran militer 
sebagai aktor Veto. 
 

2. Anggaran Pertahanan 
belum sepenuhnya  
mendukung proses 
transformasi militer 
dalam transisi menuju 
konsolidasi demokrasi. 

 

3. Masih rendahnya 
upaya dan 
kesempatan kepada 
masyarakat sipil untuk 
berkiprah dalam 
urusan Hanneg. 

 

Strategi  S-T 
 

1. Dukungan militer terhadap proses transisi 
menuju konsolidasi demokrasi melalui proses 
pembangunan military mind dan 
profesionalisme TNI dengan memperhatikan 
potensi militer sebagai aktor Veto. 

 

2. Komitmen dalam melakukan proses 
reformasi dan transformasi internal TNI yang 
didukung anggaran pertahanan sehingga 
dapat mewujudkan proses transformasi 
militer dalam transisi menuju konsolidasi 
demokrasi. 

 

3. Upaya untuk menjadi focus organization 
yang diiringi peningkatan upaya dan 
kesempatan kepada masyarakat sipil untuk 
berkiprah dalam urusan Hanneg. 

  

 

Strategi  W-T 
 

1. Diperlukan Undang-Undang TNI yang secara 
komprehensif mengatur pemisahan hak atau 
peran dan tanggung jawab prajurit TNI serta 
pembangunan military mind dan profesionalisme 
TNI untuk menghilangkan persepsi dan  
kekhawatiran militer sebagai aktor Veto. 
 

2. Mewujudkan pemahaman peran militer dalam 
demokrasi secara komprehensif yang didukung 
penguatan dan peningkatan anggaran pertahanan 
sehingga dapat mewujudkan proses transformasi 
militer dalam transisi menuju konsolidasi 
demokrasi. 

 

3. Mewujudkan mekanisme nasional (regulasi) yang 
mengatur masa transisi Pemimpin Tinggi TNI 
(utamanya Panglima TNI) sebelum dapat berpolitik 
praktis serta mendorong upaya-upaya  
peningkatan kompetensi dan pemberian 
kesempatan kepada masyarakat sipil untuk 
berkiprah dalam urusan Hanneg. 

 
 Dari matrik SWOT di atas dengan Nilai IFAS 3,55 dan Nilai EFAS 2,55, maka dapat diketahui bahwa pilihan strategi berada 

pada Kuadran Satu (Kuadran Pertama), sehingga strategi yang harus disusun adalah Strategi yang bersifat Agresif dengan 

memaksimalkan kombinasi kekuatan internal (strengths) yang dimiliki saat ini serta mendayagunakan berbagai peluang 

yang ada secara optimal (opportunities) - (Strategi S-O). 



 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 
 

 
16 Simpulan. 

 
a. TNI merupakan salah satu aktor yang penting sebagai kunci 

keberhasilan proses transisi demokrasi dan selanjutnya memiliki peran 

strategis dalam proses mewujudkan konsolidasi demokrasi. Eksistensi aktor 

keamanan menjadi salah satu faktor utama dalam konteks ini, dikarenakan 

TNI memiliki kemampuan untuk menghentikan proses transisi demokrasi atau 

yang dikenal dengan terminologi aktor veto terhadap sistem demokrasi yang 

dapat mengakibatkan kondisi penolakan demokrasi (decline of democracy) 

atau fase stagnasi demokrasi (phase of democratic stagnation) dalam proses 

transisi demokrasi. Upaya pencapaian profesionalisme TNI secara optimal 

guna mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia ini, erat hubungannya 

dan saling berkaitan dengan pemahaman tentang hubungan substantif antara 

militer dan konsolidasi demokrasi, tata kelola, peran dan keterlibatan 

pemangku kebijakan pranata demokrasi dalam mengoptimalkan 

profesionalisme TNI serta strategi aplikatif membentuk prajurit TNI memiliki 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

memahami hak dan kewajibannya sebagai individu, warganegara dan prajurit 

profesional dalam negara demokrasi  guna mendukung terwujudnya 

konsolidasi demokrasi di Indonesia. 

 
b. Upaya pencapaian dan implementasi RPJPN 2005-2025 perlu didukung 

proses reformasi di seluruh sektor, seperti Reformasi Birokrasi (RB), reformasi 

sektor Hukum dan HAM serta reformasi di berbagai sektor lainnya, termasuk 

reformasi sektor keamanan (security sector reform). Proses reformasi sektor 

keamanan memiliki  tantangan dan peluang tersendiri, utamanya dalam 

rangka membangun profesionalisme TNI di bidang pertahanan negara dalam 

koridor transisi demokrasi menuju demokrasi yang substantif. Hubungan sipil 

dan militer yang harmonis merupakan syarat eksistensi, stabilitas, dan 

berkembangnya sistem demokrasi yang diharapkan serta sekaligus menjadi 



 

 

 

kondisi yang diperlukan dalam menjamin proses transisi demokrasi menuju 

sistem demokrasi yang terkonsolidasi. Reformasi TNI dengan meninggalkan 

posisi dan peran politik formal serta aktivitas politik praktis pada tahun 2004 

tidaklah cukup karena secara akademis proses transisi demokrasi memiliki sisi 

kerentanan demokrasi (fragile democracy). Korelasinya dengan hal tersebut, 

pranata demokrasi memliki peran sangat besar dalam mendorong dan 

mendukung serta mengoptimalkan terwujudnya profesionalisme TNI.  

 
c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI belum mengatur 

secara tegas  tentang  implementasi pembagian peran dan tanggung jawab 

yang terkait dengan hak, kewajiban, serta peran prajurit TNI sebagai individu, 

sebagai warga negara, dan sebagai tentara profesional. Dimana selama ini, 

secara detail yang berhubungan dengan hal tersebut cenderung kurang 

menjadi perhatian, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor kunci 

strategis guna terwujudnya TNI yang profesional guna mendukung proses 

konsolidasi demokrasi. Dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

untuk mengoptimalkan profesionalisme TNI guna mendukung konsolidasi 

demokrasi, subyek harus dapat menghilangkan atau meminimalisir celah dari 

obyek permasalahan yang dirumuskan melalui metode-metode yang disusun 

dengan menggunakan beberapa pendekatan yang bersifat aplikatif agar dapat 

dijabarkan dan diimplementasikan kedalam berbagai upaya yang relevan. 

Upaya untuk mengoptimalkan profesionalisme TNI guna mendukung 

konsolidasi demokrasi melalui pemahaman substantif hubungan militer yang 

profesional dengan demokrasi, tata kelola peran pranata demokrasi, serta 

melalui perumusan dan penyusunan profesionalisme TNI yang mendukung 

proses konsolidasi demokrasi secara aplikatif agar dapat dijabarkan dan 

diimplementasikan ke dalam berbagai upaya relevan, diantaranya melalui 

pendekatan analisis PEST dan SWOT yang dirumuskan dan disusun dengan 

menggunakan pendekatan strategis yang mengombinasikan people-process-

equipment dan ends-means-ways untuk mendapatkan pemahaman yang 

lebih baik dari sudut pandang atau perspektif proses konsolidasi demokrasi, 

profesionalisme TNI, dan pranata demokrasi.  

 



 

 

 

17. Rekomendasi. 
 

a. Presiden selaku Pemimpin Nasional memerintahkan Menteri Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) bersama-sama 

dengan Menteri Pertahanan (Menhan) dan Panglima TNI yang didukung oleh 

Kepala Staf Angkatan untuk berkoordinasi dan mendorong Menhan menjadi 

pemrakarsa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI 

sebagai payung regulasi yang dapat mengakomodir kepentingan dan 

kebutuhan implementasi pembagian peran dan tanggung jawab yang terkait 

dengan hak, kewajiban, serta peran prajurit TNI sebagai individu, sebagai 

warga negara, dan sebagai tentara profesional yang menjadi salah satu salah 

satu faktor kunci strategis dalam rangka mengoptimalkan profesionalisme TNI 

serta melakukan internalisasi tentang pelaksanaan program-program 

pendidikan tentang prinsip-prinsip demokrasi serta kewajiban untuk 

mendiseminasinya dengan memasukkan dalam kurikulum pendidikan TNI 

sebagai bagian dari mata pelajaran wajib di setiap program pendidikan 

pembentukan dan pengembangan reguler di lingkungan TNI dan Angkatan. 

Program-program pendidikan tentang prinsip-prinsip demokrasi dimaksud, 

utamanya diarahkan untuk membangun pemahaman secara komprehensif 

tentang keseimbangan antara hak dan kewajibannya yang berhubungan 

dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai individu yang merdeka, 

sebagai warga negara yang memiliki kedudukan serta hak yang setara dengan 

warga negara lainnya, dan sebagai prajurit atau tentara professional  guna 

mendukung proses konsolidasi demokrasi. 

 
b. Pemerintah melalui Menko Polhukam, bersama-sama dengan Menhan 

dan Panglima TNI yang didukung oleh Kepala Staf Angkatan, saling 

berkoordinasi mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melalui Komisi 1 

DPR RI untuk menginisiasi terbentuknya pranata demokrasi dalam bentuk 

kelembagaan publik berupa Komisi TNI yang dapat menampung serta 

menyalurkan atau menyuarakan kepentingan individu-individu prajurit-prajurit 

TNI secara langsung, sebagai bagian dari public maupun parliamentary 

oversight yang bersifat independen serta sebagai saluran yang mendukung 

proses pembinaan profesionalisme militer dalam sistem demokrasi, berkaitan 



 

 

 

dengan hak, kewajiban, serta perannya sebagai individu yang merdeka, 

sebagai warga negara bertaggung jawab, dan sebagai tentara atau militer 

profesional dan kompeten di bidangnya dalam tata kelola negara demokrasi. 

 
c. Pemerintah melalui Menko Polhukam, bersama-sama dengan Menhan 

mendorong Panglima TNI bersama Kepala Staff Angkatan masing-masing 

angkatan untuk merumuskan dan menyusun Doktrin Prajurit TNI Profesional  

merupakan turunan dari Doktrin TNI Tridek, sebagai pedoman bagi prajurit 

dalam memposisikan dirinya secara tepat dalam tata kelola negara demokrasi 

guna mengoptimalkan terwujudnya profesionalisme TNI yang mendukung 

percepatan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. 

 
d. Pemerintah melalui Menko Polhukam dan Menhan saling berkoodiinasi 

memberikan masukan bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk merumuskan dan menyusun 

jabatan-jabatan strategis serta kompetensi yang diperlukan dalam rangka 

mendukung proses penguatan masyarakat sipil dengan memberikan 

kesempatan yang luas kepada masyarakat sipil yang profesional dan memiliki 

kompetensi dalam bidang pertahanan negara untuk berkarir dan menduduki 

jabatan-jabatan strategis di berbagai kementerian yang terkait dengan 

defense and military affairs. Hal ini  dapat menjadi  akulturasi hubungan militer 

dan sipil yang  harmonis, menciptakan interaksi sosial yang saling mengisi dan 

memahami profesi dan kedudukan selaku warga negara, warga masyarakat  

dalam mendukung transisi demokrasi menuju demokrasi substantif yang dapat 

memberikan kesejahteraan bagi seluruh  rakyat Indonesia. 

 
e. Pemerintah melalui Menhan saling berkoodiinasi memberikan masukan 

kepada Kepala Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Ka 

PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Menkeu) untuk merumuskan 

dan menyusun pemenuhan kebutuhan anggaran pertahanan Indonesia yang 

saat ini bersifat fluktuatif, namun tidak pernah melebihi 1% dari Gross 

Domestic Bruto atau Produk Domestik Bruto (GDP/PDB). Anggaran 

pertahanan tersebut, masih sangat relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan 

anggaran Polri dan masih harus dibagi ke dalam 5 (lima) mata anggaran untuk 



 

 

 

mendukung Unit Organisasi (UO) Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan 

TNI AU. Peningkatan anggaran pertahanan dengan menggunakan 

pendekatan yang direkomendasikan PBB pada kisaran 2% dari GDP/PDB 

dalam diskusi penulisan Taskap ini perlu didorong karena merupakan salah 

satu faktor pendukung keberhasilan proses untuk mengoptimalkan 

profesionalisme TNI guna mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia. 
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1. NAMA : AGUS SURYA 

DHARMAWAN, S.E. 
7.   KATEGORI/TMT : AKTIF/  13. AGAMA : ISLAM 

2. PANGKAT/KORPS : KOLONEL LAUT (P) 8.   TMT. TNI : 01-08-1992 14. STATUS KAWIN : KAWIN 
3. NRP : 10331/P 9.   JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI 15. GOL DARAH : B 
4. JABATAN : WADAN PUSDIKMA   10. SUKU BANGSA : BALI 16. UK.BAJU/CLN : - 
5. TMT. JAB : 28-12-2020 11. NO. ASABRI : - 17. UK.SEPATU/TOPI : - 

6. KESATUAN : KODIKLAT  TNI 12. TMPT/TGL 
      LAHIR 

: TABANAN 
  23-05-1969 

18. ALAMAT RUMAH          : NGINDEN INTAN 
BARAT C3/12  SURABAYA 

 
 
II. PENDIDIKAN 
 

U M U M M I L I T E R 

 DIKTUK/BANGUM 
   

DIKBANG SPES 
   

1.   SD  TH  1982    1. AAL-38  TH 1992  TH  1993  
2.   SMP  TH  1985 
3.   SMA   TH  1988 
4.   STIE   TH  2003 

   2. DIKLAPA-I/KOM ANGK-11 
   3. SUSSARPA INTEL ANGK-37  
   4. DIKLAPA-II/KOUM ANGK-2 
   5. REGIONAL LANGUAGE COURSE  
       DI SINGAPORE 

6.  SESKOAL ANGK-46 
7.  DIKREG-43 SESKO TNI 

   TH 
   TH 
   TH 
    
   TH 
   TH  
   TH 

1996/1997 
1999 
2003 
 
2011 
2008 
2016 

 TH  1997/1998 
 
TH  2000 
TH  2016 
 
 
 

      
      

III. KECAKAPAN BAHASA       IV.     TANDA JASA V. RIWAYAT PENUGASAN OPERASI 

BAHASA ASING 
 
1.   BT. JALASENA NARARYA 
2.   SL. KESETIAAN VIII 
3.   SL. KESETIAAN XVI 
4.   SL. KESETIAAN XXIV 
5.   SL. DWIDYA SISTHA I 
6.   SL  WIRA DHARMA (PERBATASAN) 
7.   SL. WIRA NUSA  
8.   PENGHARGAAN TNI-AL 
 

 
 

 
  

1.   INGGRIS  AKTIF   
   

 
BAHASA DAERAH 

 

 
1.   BALI 
 

 
AKTIF  

 

  
 
VI. PENUGASAN LUAR NEGERI 

 
 
VII  RIWAYAT KEPANGKATAN 

MACAM TUGAS TAHUN NEGARA TUJUAN 
 

PANGKAT 
 

TMT            NO SKEP 

IPC/MCMEX 
SECOND/ AISPC                                        

    1998 
    2014 

      SINGAPURA 
      AUSTRALIA 

  - 

37/MSPJWG 
IPC/KERIS TALWAR 

    2018 
    2019 

      SINGAPURA 
      PAKISTAN 

  - 

     - 
     - 
     - 
     - 

 

 

 

VIII.     RIWAYAT JABATAN 

 

JABATAN TMT NO SKEP/ST 

1.   AAL/DENMA/DPB 15-08-1992 - 

2.   ARMATIM/KAPAL 13-08-1993 - 

3.   ARMATIM/SATKOR/KRI SRI (SLAMET RIYADI-352)ASS KADIP SEN 01-10-1993 - 

1. DIKPASIS ANGK-5 

2. KIBI INTERMEIDATE 

3. MINE HUNTING OFFICERS 

    COURSE 

4. CONFLICT  MANAGEMENT 

 

1. LETDA       

2.  LETTU 

3. KAPTEN 

4. MAYOR     

5. LETKOL     

6. KOLONEL 

 

 

01-08-1992 

01-10-1995 

01-10-1998 

01-04-2004 

01-10-2009 

01-04-2015 

 

 



  

 

4.   ARMATIM/SATRAN/KRI PRS (PULAU RAAS-722/DEP NAPOP/KA 01-11-9195 - 

5.   ARMABAR/SATRAN/KRI PRB (PULAU RAIBU-728)/DEP NOP/KA 15-06-1996 - 

6.   ARMABAR/SATRAN/KRI PRB (PULAU RAIBU-728)/PALAKSA 

7.   KOARMABAR/SATBAN/KRI BKD (BARAKUDA-814)/DEP OPS/KA 

01-10-1996 

15-04-1998 

- 

- 

8. KOARMABAR/LANTAMAL II/SINTEL/BAN BINPOTMAR/PADYA 

BINDAL/PA 

9. MABESAL/SPAM KASAL/BAN IV HUBLU/BANDYA 

BUNGKOL/BANDA KOL/PA 

10. MABESAL/DENMA/DPB DIKLAPA II 

11. KOARMATIM/SATROL/KRI SSA/PALAKSA 

12. KOARMATIM/SATROL/KRI SSA (SUTEDI SENOPUTRA) 

13. KOARMATIM/SATFIB/KRI TBT (TELUK BANTEN-516)/PALAKSA 

14. KOARMATIM/SATFIB/KRI TSK (TELUK SEMANGKA-512)DAN 

15. KOARMATIM/MAKOARMA/DENMAKO/DPB DIKSESKOAL 

16. SESKOAL/DITJIAN STRAOPS/SUBDIT LITJUT/SI LITJUT/KA 

17. SESKOAL/DITJIAN STRAOPS/SUBDIT LITJUT/KA 

18. KOARMATIM/SATFIB KRI TBT (TELUK BANTEN-516)/DAN 

19. MABES TNI/SRENUM TNI/BAN-I JAKRENSTRA/BANDYA-2 

JAKTRA/PA 

20. MABES TNI/SRENUM TNI/BAN-I JAKRENSTRA/BANDYA-

1/JAKTRA/PA 

21. KEMENKO POLHUKAM/ASDEP KOORD HARMINISASI SOSIAL BID 

REKONSILIASI & KOMUNIKASI SOSIAL/KA 

22. KOARMABAR/SAHLI PANG “B” KOMSOS’ /(DIKREG XLIII SESKO 

TNI TA 2016) 

23. KODIKLATAL/DITJIANBANG/BAN III JIAN BANGLAT/PA 

24. KOARMABAR/GUSPURLA/KAS 

25. KOARMADA I/GUSPURLA/KAS 

26. MABESAL/DISOPSLATAL/SUBDIS OPS/KA 

27. WADAN PUSDIKMA KODIKLAT TN 

01-09-2000 

15-08-2002 

01-08-2003 

20-01-2004 

18-06-2004 

15-07-2005 

20-07-2006 

15-01-2008 

14-11-2008 

16-03-2009 

04-01-2010 

29-09-2011 

07-02-2014 

 

12-05-2014 

10-05-2016 

12-01-2017 

25-04-2017 

09-05-2018 

20-03-2019 

28-12-2020 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

KEP/1040/XII/2020 

 
IX. DATA KELUARGA 

 

NAMA TEMPAT/TGL LAHIR HUB KEL 

1. ANITA ELLATIVA SANDHIYUDHA 

2.       UDRAYANA DHARMASANDHI 

3.       UDRAJAKA DHARMASANDHI    

4.       UDRASENA DHARMASANDHI     

5.       SHAYNA  DHARMASANDHI   

6.       UDRAWINA DHARMASANDHI      

7.       SHAMMARA DHARMASANDHI     

8.       UDRAWIRA DHARMASANDHI 

9.       SYACHIRA DHARMASANDHI                                                    

 

    JAKARTA, 3 DESEMBER 1972 

    SURABAYA, 25 MARET 1997 

    MALANG, 11 OKTOBER 1998 

    SURABAYA, 17 MARET 2001 

    SURABAYA, 3 JULI 2003 

    SURABAYA, 11 MARET 2005 

    SURABAYA,18 SEPT  2006 

    SURABAYA,  17 JUNI 2009 

    SURABAYA, 9 DESEMBER 2010 

ISTRI 

ANAK 

ANAK 

ANAK 

ANAK 

ANAK 

ANAK 

ANAK 

ANAK 

 

 

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan berani diangkat sumpah dimana perlu, saya insyaf bahwa jika saya 
dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu akan dituntut dimuka hakim berdasarkan undang-undang Pidana. 

 
 

   
       Dibuat di  Serpong 

           Pada tanggal   Juli 2022 
 

 
 
Yang bersangkutan, 

 

 

Agus Surya Dharmawan, S.E. 
Kolonel Laut (P) NRP. 10331/P 

 

 

 

 

 Agus Surya Dharmawan, S.E. 

Kolonel Laut (P) NRP 10331/P 


